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A. Latar Belakang Masalah

Awal abad XX gerakan Islam bermunculan seperti
berdirinya Sarikat Dagang Islam(1905), Jami’at Khair dan Budi
Utomo (1908), Sarekat Islam dan Muhammadiyah (1912), diikuti
oleh Persatuan Islam(1923), Nahdatul Ulama (1926), Persatuan
Tarbiyah Islamiyah (1928) dan sebagainya, sebagai upaya
membangun kesadaran nasional.

Diantara sekian banyak gerakan Islam yang muncul pada
abad XX adalah Muhammadiyah. Organisasi ini lahir sebagai
alternatif berbagai persoalan yang dihadapi ummat Islam
Indonesia sekitar abad 19 dan awal abad 20. Muhammadiyah
merupakan konsekuensi logis munculnya pertanyaan sederhana
seorang muslim kepada diri dan masyarakatnya tentang
bagaimana memahami dan mengamalkan kebenaran Islam yang
telah diimani sehingga pesan global Islam yaitu rahmatan lil
aalamien atau kesejahteran bagi seluruh kehidupan dapat
mewujud dalam kehidupan objektif ummat
manusia.Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan Islam,
dakwah dan tajdid.

'Syarifuddin  Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik
Indonesia 1966-2006, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h. 56

2Abdul Munir Mulkhan, Pemikiran K.H Ahmad Dahlan dan
Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara,
1990), h. 1-2



Muhammadiyah sejak awal telah memberikan perhatian
pada wusaha pencerahan. Kegiatannya tidak berorientasi
keagamaan semata melainkan pada bidang kesehatan, pendidikan,
dan sosial kemanusian selain itu juga “merambah” ke wilayah
politik dengan langgam vyang dipahaminya.® Sikap politik
Muhammadiyah sudah tercermin sejak pertama kali lahir (1912)
menegaskan diri bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan
Islam yang memiliki corak dan watak kebangsaan nasionalisme
yang kuat.

Bukti yang bisa dikaitkan dengan watak kebangsaan
nasionalisme sikap Muhammadiyah terhadap Pancasila sebagai
dasar negara Republik Indonesia. Munir Mulkhan menegaskan,
Muhammadiyah memilikikonsistensi yang sangat tinggi dalam
penerimaan dan pengakuan kepada Pancasila. Ditunjukan dengan
sikap dan pandangan para tokoh Muhammadiyah sepanjang
sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlibat secara langsung
dalam perumusan Pancasila (UUD 1945); diantaranya adalah Ki
Bagus Hadikusumo, Ir. Soekarno, Mr. Kasman Singadimedia,
dan Kahar Muzakkir. Maupun tergambar dari rumusan resmi
orgasasional lainnya.*

Respon Muhammadiyah terhadap Pancasila mencapai
bentuk finalnya, pada Muktamar ke-41 yang merupakan

muktamar yang bersejarah. Menghasilkan keputusan yang sangat

SSyarifuddin  Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik
Indonesia 1966-2006, ..., h. 57

*Syarif Hidayatullah, Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di
Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 138



prinsip, keputusan tersebut menyangkut perubahan Anggaran
Dasar Muhammadiyah, antara lain pada rumusan nama dan
kedudukan, azas dan maksud tujuan persyarikatan. Perubahan
yang mendasar adalah penerimaan Muhammadiyah untuk
mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam Organisasinya.

Namun pada muktamar ke-44 yang berlangsung di Jakarta
pada 7-11 Juli 2000 memutuskan untuk mengembalikan Islam
sebagai asas persyarikatan, menggantikan Pancasila sebagai asas
organisasi. Keputusan penggantian dari asas Pancasila ke asas
Islam didasarkan pada pertimbangan untuk mengembalikan
fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia, sebagaimana hasil sidang istimewa MPR tahun 1998
yang salah satu hasil ketetapannya adalah TAP MPR No.
XVIII/MPR1998 yang menghendaki pengembalian fungsi
Pancasila tersebut.

Pancasila tidak harus dijadikan asas organisasi sosial
politik maupun organisasi kemasyarakatan dan keagamaan
sebagaimana yang dulu diatur oleh UU nomor 5 tahun 1985 serta
UU nomor 8 tahun 1985. Meskipun ada perubahan pada rumusan
maksud dan tujuan organisasi tetap sama dengan rumusan hasil
Muktamar Muhammadiyah yang ke-41 di surakarta.’

Pancasila  sebagai Dasar Negara  mengandung
Konsekuensi bahwa seluruh kegiatan dan bentuk perundangan

dan  peraturan  bernegara  haruslah  bersumber  pada

*Syarif Hidayatullah, Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di
Indonesia, ..., h. 140-142



Pancasila.Indonesia sebagai negara mayoritas Islam dengan
sistem Demokrasi menghendaki banyaknya bermunculan
Organisasi Masyarakat Islam, seperti Nahdatul Ulama (NU),
Majlis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Jamaah
Islamiyah, HTI dan lain-lain.

Organisasi Masyarakat yang ada di Indonesia menjadikan
Pancasila sebagai asas tunggal termasuk Muhammadiyah dalam
MKCH (Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup) poin ke-5
“Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia
yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang
mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan
negara Rebuplik Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD
1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara
yang adil makmur vyang diridloi Allah SWT "Baldatun
Thoyyibatun Waroobun Ghofur”. Tapi tidak semua Organisasi
Masyarakat menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Seperti
konsep Jama’ah Islamiyah dalam Nidhom Asasi bab 2, pasal 4
ayat 2, “Sasaran perjuangan Jama’ah ini adalah mewujudkan
tegaknya Daulah Islamiyyah sebagai basis menuju wujudnya
kembali Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah”.HTI dan Jama’ah
Islamiyyah (JI) maupun kelompok-kelompok Islam lainnya yang

mengusung konsep negara Islam.®

8“Negara Pancasila darul Ahdi Wa Syahadah “http://www.jembermu.
com/2016 /10/negara-pancasila-darul-ahdi-wa-syahadah.html , di akses pada
27 Sep. 2018, Pukul 08.30 WIB



Literatur politik Islam periode klasik pada umumnya
membagi menjadi kawasan muslim ( Darul Islam) dan Kawasan
Kafir (Darul Harb).Dalam periode modern ini konsep negara
periode klasik tersebut masih dipaksakan oleh sebagian aktivis
gerakan politik Islam tidak peduli di negara yang mayoritas
muslim maupun minoritas muslim. Indonesia sebagai negara
dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia juga tidak
luput dari tantangan tersebut.

Bangsa Indonesia hidup dalam pluralitas dan multikultural
dari segi etnis, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat.” Tidak
bisa jika kemudian dalam bentuk pemerintahnnya menyebut
Indonesia  sebagai darul Islam, karna  mayoritas
Muslim.Baidhawy menawarkan alternatif pemaknaan mengenai
konsep negara dalam bingkai Islam dan bingkai Pancasila, dan
mengemukakan suatu formula baru memahami “negara syariat”
sesuai dengan konteks ke Indonesia-an. Dalam pandangan
Baidhawy, kajiannya tersebut secara praktis bisa mejadi tawaran
untuk membumikan visi profentik yang lugas dan cerdas dari
Pancasila sebagai jalan keluar dari kegamangan dan Krisis

kepercayaan sebagian umat Islam di negeri ini.?

"ABD. Rohim Ghazali, Dedi Warman, Edi Sukardi dll,. Darul-Ahdi
Wasy-Syahadah, (Jakarta : Al-Wasat Publishing House 2018) h. 16.

®Dikdik Bachaqi Arif dan Syifa Siti Aulia, “Studi tentang negara
Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah untuk penguatan materi
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan,”
jurnal civicsvol. 14 No. 2 ( oktober 2017)Universitas Ahmad Dahlan, h.
206.http://journal.uad.ac.id.index.php. jc, di unduh pada 27 sep. 2018


http://journal.uad.ac.id.index.php/

Muhammadiyah sebagai Organisasi Islam yang cukup
besar di Indonesia yang kehadirannya sudah lebih dari satu abad
juga memberikan perhatiannya tentang tantangan yang di hadapi
bangsa Indonesia dengan mengadakan tanwir pada tahun 2012 di
bandung kemudian ditegaskan pada Muktamar Muhammadiyah
ke-47 tahun 2015 di Makassar bahwa Negara Republik Indonesia
yang di dirikan tahun 1945 bagi Muhammadiyah merupakan
konsensus nasional yang sudah selesai (sebagai Dar Al-’Ahdi wa
Al-Syahadah).’

Pandangan tentang negara pancasila sebagai dar al-’ahdi
wa al-syahadah, berangkat dari tiga latar belakang utama.
Pertama, adanya kelompok-kelompok atau beberapa elemen
masyarakat, terutama masyarakat muslim yang masih
mempersoalkan relasi antara Islam dengan negara, dan
mempersoalkan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Kedua, adanya realitas bahwa sebagai bangsa ini secara idiologis
belum merumuskan dengan sangat eksplisit dan membuat satu
penjelasan akademik mengenai negara Pancasila itu. Ketiga, ada
sebuah realitas dimana masyarakat Islam dianggap sebagai

ancaman terhadap negara Pancasila.’

%“Negara Pancasila darul Ahdi Wa Syahadah” http://www.jembermu.
com/2016/10 /negara-pancasila-darul-ahdi-wa-syahadah.html , di akses pada
27 Sep. 2018, Pukul 08.30 WIB.

Dikdik Baehagi Arif dan Syifa Siti Aulia, Studi tentang negara
Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah untuk penguatan materi
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan,
dalam jurnal civics vol. 14 No. 2 ( oktober 2017) h. 208
http://journal.uad.ac.id.index.php. jc, diunduh pada 27 sep. 2018.
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Lata belakang diatas mendorong penulis untuk meneliti
lebih jauh dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul“Negara
Pancasila sebagai Dar Al-’Ahdi wa Al-SyahadahPerspektif

Muhammadiyah”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki
rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitian adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana Hasil Keputusan Muhammadiyah tentang
Negara Pancasila sebagai Dar al-ahdi wa al-syahadah ?
2. Bagaimana  Landasan  Filosofis =~ Muhammadiyah
Menetapkan Negara Pancasila sebagai Dar al-’ahdi wa
al-syahadah?
3. Bagaimana bentuk Upaya Muhammadiyah dalam

melaksanakan ljtihad Politik ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas
rumusan masalah yang telah di buat, yakni:
1. Untuk mengetahui Keputusan Muhammadiyah tentang
Negara Pancasila Dar al-’ahdi wa al-syahadah
2. Untuk mengetahui Landasan Filosofis Muhammadiyah
Menetapkan Negara Pancasila sebagai Dar al-’'ahdi wa al-

syahadah



3. Untuk mengetahui bentuk upaya Muhammadiyah dalam

melaksanakan Ijtihad Politik

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan
ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih pemikiran dalam pengaplikasian keilmuan
tentang Negara Pancasila sebagai Dar al-’ahdi wa al-
syahadah melalui hasil keputusan Muktamar ke-47
Muhammadiyah tahun 2015 di Makassar terutama dalam
konsep kenegaraan Indonesia yang beridiologi Pancasila
dengan mayoritas masyarakat Muslim

2. Secara Praktis, kegunaan penelitian ini adalah untuk
menambah wawasan ilmu pengetahuan sebagai Khazanah
Keilmuan baik bagi penulis, mahasiswa maupun Masyarakat.
Untuk masyarakat warga negara Indonesia yang beragama
Islam dan non Islam, bagi masyarakat Islam slogan Indonesia
sebagai Dar al-’Ahdi wa al-Syahadah harus di pandang
sebagai negara yang berdaulat berdasarkan pada nilai-nilai
subtantif Islam, karna nilai-nilai ajaran Islam menjadi bagian
dalam sistem bernegara sehingga tidak dapat diidentikan
sebagai masyarakat sekuler apalagi Darul Harbi. Bagi non
Islam menerima negara Indonesia bukan sebagai negara
agama tapi sebagai negara yang mampu menyatukan berbagai

komponen bangsa dan etnis di bawah naungan falsafah



Indonesia sebagai komitmen bangsa. Sehingga Indonesia

sebagai negara Pancasila sudah final.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Untuk menunjukan orisinalitas penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis ini, akan dicantumkan peneltian yang satu
tema yang terdahulu dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk
penelitian —penelitian yang terdahulu, yaitu :

1. Skripsi yang di tulis oleh M. Zainal Abidin pada tahun 2017
tentang Perspektif Nahdatul Ulama Tentang Negara
Demokrasi di Indonesia (studi hasil keputusan muktamar ke-
30 NU Tahun 1999 di Kediri Jawa Timur) . Penelitian yang
dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanudin Banten, (UIN SMHB). persamaan Skripsi ini bisa
dilihat dari konteks yang dibahas yaitu Negara Indonesia dari
Perspektif Organisasi Masyarakat, sedangkan perbedaan
perspektif yang digunakan berbeda penelitian yang terdahulu
menggunakan perspektif NU sedangkan skripsi yang ini
perspektif Muhammadiyah.

2. Penelitian yang di tulis oleh Didik Baehai Arif dan Syifa Siti
Aulia, Studi tentang negara Pancasila sebagai Dar al-’ahdi wa
al-syahadah untuk penguatan materi pembelajaran pendidikan
Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan. Penelitian
yang dilakukan di Universitas Ahmad Dahlan. Persamaan,

keduanya sama membahas tentang negara Pancasila sebagai
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Dar al-’ahdi wa al-syahadah. Sedangkan perbedaanya, dalam
penelitian terdahulu penulis lebih menekankan bagaimana
Dar al-’ahdi wa al-syahadah untuk penguatan materi
pembelajaran  pendidikan Kewarganegaraan, sedangkan
dalam penelitian skripsi yang coba saya tulis mencoba
mencari alasan mengapa Muhammadiyah menyebut
Indonesia sebagai Dar al-’ahdi wa al-syahadah Sedangkan
dalam penelitian jurnal tersebut bagaimana konsep
Muhammadiyah ini bisa diterapkan di kurikulum-kurikulum

pendidikan sebagai bentuk aplikasi dari konsep tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kehidupannya
dalam suatu negara modern, secara objektif memiliki
karakteristik sendiri-sendiri, dan melalui suatu proses yang
panjang serta perkembangan sesuai latar belakang sejarah,
realitas sosial budaya, etnis, kehidupan keagamaan dan konstelasi
geografis yang dimiliki oleh bangsa tersebut.**

Latar belakang sejarah perkembangan negara modern di
Eropa terutama di Inggris pada awal perkembangannya dimulai
tatkala pergolakan politik yang dahsyat yang disebut sebagai the
Glorious Revolition yang di menangkan rakyat, selanjutnya untuk
terwujudnya negara modern sangat dipengaruhi oleh pemikiran

filsuf Inggris John Locke tentang paham kebebasan individu

'Kaelan. MS, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma.
2014), h. 18
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yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut
menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak-hak
yang diserahkan kepada penguasa adalah hak yang berkaitan
dengan perjanjian tentang negara, adapun hak-hak lainnya tetap
ada pada masing-masing individu.

Sedangkan di negara Amerika Serikat tercapainya
kesepakatan negara demokratis diwarnai oleh perang sipil dan
mencapai kulminasinya melalui konsensus dalam deklarasi
Amerika Serikat tertanggal 14 Juli 1776. Perjuangan untuk
terwujudnya negara modern yang demokratis di Perancis dimulai
sejak Rousseau, dan perjuangan itu memuncak dalam revolusi
Perancis pada tahun 1789. Demikan pula di rusia pada tahun
1917 terjadi revolusi yang kemudian terbentuklah negara
komunis.

Berbeda dengan latar belakang sejarah perkembangan
negara modern di Inggris, Amerika, Pernacis dan Rusia, Negara
Indonesia perjuangan untuk terwujudnya negara modern diwarnai
dengan penjajahan negara asing selama 3,5 abad, serta akar
budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri.
Kemudian dalam mendirikan negara bangsa Indonesia menggali
nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu, yang merupakan local
wisdom bangsa Indonesia sendiri , apalagi unsur materi Pancasila.

Nilai-nilai tersebut diolah dan dikembangkan serta disintesiskan
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dengan paham besar didunia dan disahkan menjadi falsafah
negara.*?

Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada
umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai Undang-
Undang Dasar. Hanya Inggris dan Israel saja yang sampai
sekarang dikenal tidak memilki naskah tertulis yang disebut
Undang-Undang Dasar.’* Berbeda dengan Inggris dan Israel,
Indonesia sebagai negara modern Memiliki Undang-Undang
Dasar yang tertulis. Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
dasar negara dan juga Pancasila sebagai Idiologinya.

Pancasila sebagai falsafah negara, merupakan perwujudan
dari keinginan dan perwujudan dari watak rakyatya, oleh karna
itu tidak mungkin untuk mengambil falsafah negara lain untuk
dijadikan falsafah Bangsa Indonesia.™

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau
staatside (cita negara) yang berfungsi sebagai filososche
grondslag dan common platfroms atau kalimatun sawa diantara
sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara
pertama penyangga konstitusional menunjukan hakikat Pancasila
sebagai ideologi terbuka .*> Menurut JimlyAsshiddigi Ideologi

Pada prinsipnya terdapat tiga arti utamadari kata ideologi, yaitu

?Kaelan. MS, Pendidikan Pancasila, ..., h. 18-19

BJimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar
Demokrasi,(Jakarta. Sinar Grafika. 2015) h. 250

Y“Ni’'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi),
(Jakarta; Rajawali Pers. 2011), h. 70

2Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi,
., h. 253
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(1) ideologi sebagai kesadaran palsu, (2) ideologi dalam arti
netral, dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.
Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia yang
merupakan hasil dari sebuah sistem berpikir dan tata nilai dari
suatu kelompok maka merupakan wujud dari Ideologi dalam arti
netral.

Terdapat dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara.
Kedua tipe tersebut adalah ideologi tertutup dan ideologi terbuka.
Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat
yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan
sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh
dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang
sudah jadi dan harus dipatuhi. Tipe kedua adalah ideologi
terbuka, Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan
penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial
politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai
dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat.*®

Masa orde baru telah dikembangkan terminologi
Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang meskipun dalam
pelaksanaannya pada masa itu lebih menunjukkan Pancasila
sebagai ideologi tertutup. Pancasila menjadi alat hegemoni yang
secara apriori ditentukan oleh elit kekuasaan untuk mengekang

kebebasan dan melegitimasi kekuasaan.

18Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi,
oy N.243-246
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Konsekuensi Pancasila sebagai Ideologi terbuka adalah
membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana
mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan
tersebut kesepakatan kedua dan ketiga sebagai penyangga
konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang the rule of low
sebagai landasan pemerintah atau penyelenggara negara ( the
basis of goverment) dan kesepakatan tentang bentuk-bentuk
institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of
institutions and procedures).!’

Rumusan tentang Pancasila sebagai Dar al-’ahdi wa al-
syahadah Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 yang
lalu. Konsep ini sesungguhnya menegaskan komitmen kelslaman
dan kelndonesian yang dipahami Muhammadiyah khususnya,

maupun kepada khalayak umum warga negara Indonesia.*®

. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan

(Library Research) yaitu merujuk suatu buku atau literatur

Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi,
..., h.253

¥Dikdik Baehagi Arif dan Syifa Siti Aulia, Studi tentang negara
Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah untuk penguatan materi
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diUniversitas Ahmad Dahlan,
dalam  jurnal civics wvol. 14 No. 2 ( oktober 2017)
http://journal.uad.ac.id.index.php. jc,di unduh pada 27 sep. 2018


http://journal.uad.ac.id.index.php/
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yang setidak-tidaknya, membahas materi yang berkaitan
dengan tema yang akan di bahas tersebut.™
2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif.
Artinya penelitian ini menggunakandata berupa kata-kata,
gambaran dan bukan angka. Selain itu, semua yang
dikumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang sudah diteliti.
Data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen,
sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau
realitas.”’

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknis
studi pustaka yaitu tenik pengumpulan data melalui teknik
dokumentasi bisa disebut sebagai strategi yang digunakan
dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku, jurnal, dan
dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penulis dalam penelitian ini, meneliti sejumlah buku
yang berkaitan dengan Negara Pancasila sebagai Dar al-’ahdi
wa al-syahadah yaitu dari sumber data primer dan sumber data
sekunder.
a. Data primer adalah sumber data yang langsung

dikumpulkan peneliti dari sumber pertamanya, dalam hal

ini data primernya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah

%Sudarto, Metodelogi Penelitian Filsafat, (Jakarta : Pt Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 97
293y darto, Metodelogi Penelitian Filsafat, ..., h. 66
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“Negara Pancasila sebagai Dar ‘ahdi wa Syahadah”
disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47
Makassar 16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara
mengambil sumber bacaan yang berkaitan dengan data
primer.?* Sumber data sekunder biasanya telah tersusun
dalam bentuk dokumen atau artikel yang digunakan penulis
sebagai pendukung dan melengkapi sumber data primer.
4. Analisis Data
Analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah
Induktif ,yaitu pengelolaan dan penguraian data-data yang
diperoleh dari permasalahan-permasalahan khusus yang di

akhiiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun pembahasan
menjadi lima bab untuk memudahkan dan menjadi sistematis
dengan uraian sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan: dalam bab ini menjelaskan tentang
Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian,
Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran,
Metodelogi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

Bab 1l Konsep Negara Dalam Wacana Pemiiran Politik

Islam: dalam bab ini menjelaskan Pengertian Negara dan Sejarah

2!Sumardi Surya Brata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta : Pt Raja
Grafindo Persada, 1995), h. 85



17

Pembentukan Negara, Tipologi Bentuk Negara, Relasi Agama
dan Negara dan Negara Pancasila.

BAB IIl Muhammadiyah danNegara Pancasila: Sejarah
Berdirinya Muhammadiyah, Landasan Gerakan Muhammadiyah,
Legalitas Muhammadiyah sebagai Badan Hukum di Indonesia,
Pancasila Sebagai Dasar Negara, Komitmen Muhammadiyah
terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara.

BAB IV Konsep Muhammadiyah Tentang Negara
Pancasila Sebagai Dar Al-’Ahdi wa al-Syahadah : Keputusan
Muhammadiyah tentang Pancasila sebagai Dar al-’ahdi wa al-
Syahadah, Landasan Filosofis Muhammadiyah menetapkan
Negara Pancasila sebagai Dar Al-'Shdi Wa al-Syahadah,
BentukUpaya Muhammadiyah dalam melaksanakan ljtihad
Politik.

BAB V Penutup : Kesimpulan dan Saran.



BAB Il
KONSEP NEGARA DALAM WACANA
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

A. Pengertian dan Proses Pembentukan Negara
1. Pengertian Negara

Manusia dalam merealisaskan dan meningkatkan
harkat dan martabatnya tidaklah mungkin untuk dipenuhinya
sendiri, oleh karena itu manusia sebagai mahluk sosial
senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam
pengertian inilah manusia membentuk suatu persekutuan
hidup yang disebut negara. Namun demikian dalam
kenyataanya sifat-sifat negara satu dengan lainnya memiliki
perbedaan dan hal ini sangat ditentukan oleh pemahaman
ontologis hakikat manusia sebagai pendukung pokok negara,
sekaligus tujuan adanya suatu negara.’

Sebelum  lahirnya  negara, diawali  dengan
perkumpulan- perkumpulan yang akhrinya dapat membuka
jalan menuju suku-suku, desa-desa, kota-kota, bertembok,
kerajaan, kekaisaran dan bagian-bagiannya, dan yang paling
baru adalah negara. Istilah negara sudah digunakan sejak

zaman Yunani kuno, ini terlihat dari buku yang ditulis oleh

! Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta : Paradigma. 2014), h.
139 Edisi Revisi Kesepuluh
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Aristoteles ( 384-322 SM), Politicia yang sudah merumuskan
pengertian negara”.

Sebagai konsep yang diimplementasikan dalam
kehidupan masyarakat negara memiliki banyak definisi.
Sejumlah pakar memperdebatkan istilah negara sesuai dengan
konteks zaman yang dihadapinya dari zaman klasik hingga
zaman modern. Pendefinisian negara sejak zaman klasik
menunjukan bahwa negara merupakan konsep yang sangat
penting dalam studi ilmu politik dan hukum tata negara®.

Aristoteles mendefinisikan negara sebagai sebuah
persekutuan dan keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan
sebaik-baiknya, menurutnya negara terjadi berkat adanya sifat
kodrati setiap individu untuk hidup bersama. Sedangkan
menurut Plato, negara adalah entitas yang terdiri dari bagian-
bagian yang saling melengkapi dan saling tergantung dan
bertindak secara bersama-sama dalam mengejar tujuan
bersama®.

Konsepsi negara yang muncul pada masa modern
tercermin dalam beberapa sarjana seperti Roger Henry Soltau

menyatakan bahwa negara adalah alat (agency) atau

?Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah, (Jakarta : Sinar Grafika. 2014), h. 40
Cetakan kedua

®Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah, ..., h. 40 Cetakan kedua

* Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah,..., h. 40-41 Cetakan kedua
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wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan
persoalan bersama atas nama masyarakat’.

Menurut Harold J Laski, bahwa negara adalah suatu
masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang
yang bersifat memaksa yang secara sah lebih tinggi dari pada
individu atau kelompok-kelompok yang ada dalam negara
tersebut, untuk mencapai tujuan bersama.

Robert Maclver mendefinisikan bahwa negara adalah,
asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban didalam suatu
masyarakat, dalam suatu wilayah berdasarkan suatu sistem
hukum yang di selenggarkan oleh suatu pemerintah dan untuk
maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa®.

Definisi lain juga dikemukakan oleh H.A Logemann,
ia mengdefinisikan negara sebagai organisasi kekuasaan.
Keberadaan negara bertujuan untuk mengatur serta
menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan
kekuasaan tertinggi’.

Djokosoetomo, negara diartikan sebagi sebuah
organisasi manusia atau sekumpulan manusia. Sementara
Soenarko menurutnya negara diartikan sebagai sebuah
perhimpunan masyarakat yang memiliki daerah tertentu

didalamnya terdapat kekuasaan negara yang dipatuhi secara

*Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah,..., h. 41 Cetakan kedua

® Kaelan, Pendidikan Pancasila, ..., h. 139 Edisi Revisi Kesepuluh

'Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah, ..., h. 40 cetakan kedua
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mutlak dan dijadikan sebagai sebuah kedaulatan®. Sedangkan
Meriam Budiarjo mengartikan negara sebagai sebuah
organisasi kekuasaan atau integrasi dari kekuasaan politik, ia
adalah organisasi pokok dari kekuasaan negara. Negara
adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan
untuk  mengatur hubungan-hubungan manusia dalam
masyarakat”.

Jika diperhatikan beberapa pengertian negara yang
dikemukakan para ahli Hukum Tata Negara di atas, ternyata
terdapat keragaman pemikiran mereka, baik dikalangan
pemikir politik Islam maupun di kalangan sarjana ilmu-ilmu
kenegaraan modern sejak beberapa abad sebelum masehi
sampai detik ini. Ada yang memandang negara sebagai
institusi sosial dan kenyataan sosial, ada yang memandang
secara organis, dan adapula yang memandang negara sebagai
ikatan kehendak dan golongan-golongan, negara dipandang
sebagai sejumlah besar kehendak yang diikat menjadi satu
kehendak.

Demikian pula ada yang memandang negara dari
aspek kekuasaan, dan yuridis atau hukum. Sementara pemikir
politik Islam memandang negara sebagai instrumen politik
yang berorientasi kepada pemeliharaan agama dan pengaturan

dunia. Meskipun tidak terdapt kesepakatan mereka dalam

8Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah,..., h. 43 cetakan kedua

% Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia (Yogyakarta :

Cahaya Atma Pustaka. 2015), h. 12
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melihat pengertian agama dan konsepsi negara, namun
mereka sepakat akan perlunya negara, sebab negara
merupakan instrumen politik untuk mewujudkan kebaikan
dan kesejahteraan bersama.

2. Sejarah Pembentukan Negara

Masalah mengenai asal mula negara merupakan
persoalan ilmu politik yang sulit. Kesulitan tersebut terletak
dalam menentukan kapankah saat-saat negara yang pertama
terbentuk, belum terdapat suatu bukti yang jelas™.

Para pemikir klasik maupun modern mencari jawaban
tentang asal mula berdirinya suatu negara. Teori tentang asal
mula negara di buat berdasarkan telaah atas peristiwa sejarah
suatu negara, kemudian diambil garis besarnya secara
induktif',

Teori alamiah (Natural Theory) menyatakan bahwa
negara dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang
alamiah terjadi dan merupakan esensi kodrati dari manusia itu
sendiri*?.

Teori Perjanjian, menganggap perjanjian sosial

sebagai dasar terbentuknya negara, negara terbenuk melalui

19 Jacobus Ranjabar, Pengantar Ilmu Politik, (Bandung :Alfabeta .
2016), h.77

1 Jacobus Ranjabar, Pengantar Ilmu Politik, ..., h.78

2Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah,..., h. 43 Cetakan ke 2
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musyawarah dari yang bersangkutan yang menghasilkan
perjanjian sosial yang telah disetujui oleh setiap peserta’®.

Teori Teokrasi menyatakan kekuasana seorang
pengeusa negara tak lain merupakan sebuah pemberian tuhan.
Yang didasari oleh suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu
yang ada atau terjadi di alam semesta ini semuanya atas dasar
kehendak Tuhan, termasuk berdirinya negara.

Sedangkan teori kekuatan menyebutkan bahwa awal
terbentuknya sebuah negara merupakan hasil dari dominasi
dari kelompok yang kuat dan lemah®*. Teori teori patriarkal
dan teori matriarkal, teori ini menjelaskan bahwa entitas
keluarga dianggap sebagai pengelompokan patriarkal, yakni
kesatuan sosial yang paling utama dalam masyarakat primitif,
sedangkan dalam teori matriarkal kelurga ditarik dari garis
keturunan ibu. Sementara teori organis dijelaskan bahwa asal
usul perkembangan negara mengikuti asal usul perkembangan
individu®™.

Mengenai asal mula negara ini terdapat beberapa teori,
diantaranya adalah teori alamiah, teori perjanjian, teori
kekuatan, teori patriarkal serta teori matriarkal, dan teori

organis.

13 Jacobus Ranjabar, Pengantar Ilmu Politik, ..., h.80
Y“Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah,..., h. 49 Cetakan ke 2

*Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah,..., h. 4849 Cetakan ke 2
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Hukum tata negara Islam, diantara para orientalis ada
beberapa sarjana yang menyakini bahwa ajaran Islam bukan
semata-mata agama, tetapi juga mengatur masalah-masalah
negara. Jumhur ulama berpendapat bahwa Islam
mengharuskan adanya negara, tetapi ada sekelompk kecil
ulama yang hanya membolehkannya saja™.

Beberapa sarjana Islam menyatakan bahwa pemikiran
dan persiapam untuk terbentuknya negara di Madinah itu
telah dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika beliau masih berada
di Makkah. Abd Karim Zaedan memberikan bukti tentang

persiapan tersebut dengan di langsungkannya bai’at aqobah
1.,

B. Tipologi Bentuk Negara
Jumhur ulama membagi negara kepada dua bagian yaitu
dar al-Islam dan al-Harb. Sementara ulama Syafi’iyah
menambahkan kategori dar al-‘ahdi®®.
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan identitas
suatu negara apakah termasuk dar al-Islam, dar al-Harb dan dar
al-Ahd. Diantara mereka ada yang melihat dari sudut hukum yang

berlaku di negara tersebut. Ada pula yang memandang dari sisi

1¢ Djazuli, Figh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam
rambu-rambu Syariah), (Jakarta : Prenada Media Group. 2013), h. 80 cetakan
ke 5

Y"Djazuli, Figh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam
rambu-rambu Syariah), ..., h. 80 cetakan ke 5

¥Muhammad lgbal, Figh Sivasah “Konstekstualiasi doktrin politik
Islam”, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2001), h. 222
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keamanan warganya menjalankan syariat Islam. Sementara ada
juga yang melihat dari sisi pemegang kekuasaan negara tersebut.

Berikut pendapat para ulama tentang dar al-Islam, dar al-
Harb dan dar al-Ahd.

Pertama, Dar al-Islam Imam Abu Yusuf (182 H), tokoh
terbesar Hanafi berpendapat bahwa suatu negara disebut dar al-
Islambila berlaku hukum Islam di dalamnya, meskipun mayoritas
warganya tidak muslim. Menurut tokoh Modern Sayyaid Quthb
(1387) tokoh Ikhwanul Muslimin ini memandang negara yang
menerapkan hukum Islam sebagai dar al-Islam tanpa
mensyaratkan penduduknya harus muslim atau bercampur baur
dengan ahl al-zimmi®.

Menurut Abdul Karim Zaidan darul Islam adalah suatu
tempat atau kedudukan yang berada di bawah kekuasaan orang-
orang Islam atau suatu tempat yang umatnya benar-benar
menjalankan ajaran Islam, yang artinya bahwa penduduk darul
Islam tidak mutlak harus Muslim seluruhnya, tetapi boleh juga
warga yang non-Muslim?®,

Kedua, Darul Ahdi, ialah negara non muslim yang

mengikat perjanjian dengan darul Islam bahwa mereka tidak akan

“Muhammad Igbal, Figh Sivasah “Konstekstualiasi doktrin politik
Islam”,..., h. 222

X7akaria Syafe’i, Negara dalam Perspektif Islam Figh Siyasah,
(Jakarta : Hartomo Media Pustaka. 2012), h. 61-62
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memerangi Dar al-Islam dan akan membayar jizyah selama
keamanan mereka dijamin®.

Ketiga, Imam Abu Yusuf (182 H), berpendapat bahwa
suatu negara disebut dar al-harb adalah negara yang tidak
memberlakukan hukum Islam, meskipun sebagian besar
penduduknya beragama Islam?. Pendapat ini di perkuat oleh Al-
kasani ahli figh madzhab Hanafi, menurutnya dar al-Harb dapat
menjadi dar al-Islamapabila negara tersebut memberlakukan
syari’at Islam.

Pemahaman mengenai bentuk negara seharusnhya
dikaitkan dengan persoalan yang menyangkut kriteria®®. Dalam
kajian ilmu negara dan hukum tata negara dapat dibedakan antara
bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan.
Bagir Manan mengartikan bentuk negara menyangkut kerangka
bagian luar organisasi negara yang dibedakan antara bentuk
negara kesatuan dan federal. Sedangkan bentuk pemerintahan
berkaitan dengan bagian dalam, yaitu bentuk pemerintahan
negara yang dapat dibedakan antara pemerintah republik dan
pemerintah kerajaan.?* Sistem pemerintahan negara adalah

sistemhubungan dan tatat kerja antara lembaga-lembaga negara

!ABD. Rohim Ghazali, Dedi Warman, Edi Sukardi dll, Dar Al-‘4hdi
Wa Al-Syahadah, ..., h. 111

?Muhammad Igbal, Figh Siyasah , Konstekstualiasi doktrin politik
Islam, ..., h. 222

2% Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia ,..., h. 122

?Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah,..., h. 102 Cetakan ke z2
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atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan
yudikatif®.

Plato mengemukakan lima macam bentuk negara yang
sesuai dengan sifat-sifat tertentu yang ada pada jiwa manusia, di
antaranya pertama, aristokrasi, pemerintahan negara dipimpin
oleh aristokrat (cendikiawan) yang sesuai dengan pikiran
keadialan. Kedua, timokrasi, pemerintahan negara dipimpin oleh
orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan.
Ketiga, oligarki, pemerintahan negara dipimpin oleh golongan
hartawan atau segelintir orang. Bentuk ini kemudian
mendapatkan perlawanan dari rakyat jelata ynag kemudian
melahirkan  bentuk keempat, yakni demokrasi, dimana
pemerintahan negara dipegang oleh rakyat, namun karena salah
dalam menggunakan bentuk ini, justru kekacauan dan anarkhi
terjadi. Kelima, tirani, dimana pemerintahan negara dipegang
olen penguasa yang bertindak sewenang-wenang. Bentuk ini
adalah bentuk yang paling jauh dari cita-cita tentang keadilan?®.

Pada akhir abad pertengan sampai modern, konsepsi
mengenai bentuk negara dikenal dalam dua bentuk, yaitu negara

kerajaan (monarkhi)®’ dan negara republik®. Nicholo Machiaveli

> Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah,..., h. 120 Cetakan ke z2

%Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah,..., h. 104 Cetakan ke 2

?"Monarkhi berasal dari kata monarch yang berarti raja, yaitu sejenis
kekuasaan politik di mana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan
negara. Leon Duguit (1859-1928) dalam bukunya yang berjudul Traite de
Droit Constitutionel mendefinisikan Monarkhi sebagi sebuah negara yang
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menyebutkan bahwa jika suatu negara bukan negara republik
(republica) tentulah kerajaan (principal). Menurutnya negara
adalah arti genus, sedangkan republik dan kerajaan adalah
spesies.

Terlepas dari perdebatan di atas, dapat dikemukankan
bahwa bentuk negara yang paling lazim dipraktikan di banyak
negara dari zaman dahulu hingga sekarang adalah monarkhi dan
republik sedangkan bentuk negara dalam konsepsi Figh Siyasah

di kenal dengan Istilah Dar Islam, Dar Harb dan Dar Ahdi.

. Relasi Agama dan Negara

Dalam tradisi pemikiran Islam klasik dan pertengahan,
hubungan agama dan negara merupakan sesuatu yang saling
melengkapi, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Agama
membutuhkan negara, demikian juga sebaliknya. Pemikiran
seperti ini bisa dirunut dari mulai Ibn Abi Rabi’ (hidup pada abad
IX M), AL-Farabi (870-950), al-Mawardi (975-1059), al-Ghazali
(1058-1111 M). Al-Mawardi misalnya mengatakan bahwa
kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan

tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama (harasah ad-din)

kepala negaranya berganti secara turun temurun. Lihat Ahmad Sukarja, Hukum
Tata Negara dan Hukum Administrasi negara dalam Perseperktif Figh
Siyasah. h. 107

%Secara istilah kata republik berasal dari kata respublicae yang
mengandung arti hak atau kepentingan rakyat. Istilah ini diambil dari tradisi
Romawi, yaitu bahasa latin. M. Solly Lubis menyebutkan bahwa kata republik
berasal dari kata Res Publica yang berarti organisasi kenegaraan yang
mengurus kepentingan bersama. Lihat Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara
dan Hukum Administrasi negara dalam Perseperktif Figh Siyasah. h. 110
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dan mengelola kebutuhan dunuwiyah masyarakat (siyasah al-
dunya)®.

Para teoretesi politik Islam biasanya pertama-tama
mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan
manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi
kebutuhan hidupnya secara sendirian. Karena itu negara itu
sebagai bentuk kerja sama sosial menjadi suatu kemestian,
dengan menjadikan wahyu (agama) sebagai pedoman atau
rujukan. Didirikannya negara untuk tujuan demikian bukan saja
sebagai keharusan rasional, melainkan juga agama™.

Demikian pula yang dikonsepsikan oleh Al-Mawardi dan
Ibnu Khaldun. Keduanya mendefinisikan negara sebagai misi
kelanjutan Nabi untuk melindungi agama dan mengatur dunia.
Oleh karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa seharusnya
negara berdasarkan agama supaya segala sesuatu Yyang
berhubungan dengan negara itu berada dibawah naungan
pengawasan Tuhan®..

Munculnya tuntutan penerapan nilai-nilai agama dalam
kehidupan bernegara memunculkan perdebatan yang tidak
kunjung selesai mengenai relasi antara negara dan agama.
Banyak pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli dalam

menempatkan posisi agama dalam kehidupan bernegara. Hampir

2 gSukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik, (Jakarta :
Kencana Prenada Media Group. 2013), h. 4

0gkron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik, ..., h. 3-4

31 Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah,..., h. 41 Cetakan kedua
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setiap fase dalam sejarah sebuah bangsa selalu saja muncul
persoalan ini. Para ahli merumuskan beberapa paradigma untuk
menganalisas relasi antara agama dan negara.

Pertama Paradigma  Sekuleristik, mengungkapkan
Komunitas-komunitas muslim yang cenderung menekankan
pemisahan antara agama dan negara. Kelompok ini mempunyai
cita-cita politik menjadikan negara sekuler. Mereka berpegang
pada paradigma teori yang menyatakan bahwa agama sama sekali
tidak menekankan kewajiban mendirikan negara. Agama,
menurut mereka hanya memberikan nilai etik-moral dalam
membangun tatananmasyarakat dan negara. Kerangka teologis
dari kelompok ini, bahwa pembentukan pemerintahan dan negara
Islam tidak termasuk dalam tugas sebagaimana diwahyukan
Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kelompok sekuler yang memisahkan Islam dengan urusan
pemerintahan, karena mereka berkeyakinan, bahwa Islam tidak
mengatur masalah keduniawian termasuk pemerintahan dan
negara. Tokoh aliran ini yang paling terkenal dan bersuara
lantang adalah ‘Ali ‘Abd ar-Raziq

Abd Ar-Razig mensyaratkan pemisahan mutlak antara
negara dan Islam. Islam datang tidak untuk membentuk sebuah
negara dan begitu juga Nabi Muhammad SAW. hanyalah seorang
nabi yang bertugas menyampaikan risalahNya, beliau tidak punya
kewajiban membentuk sebuah negara. Islamtidak mengenal

adanya lembaga kekhalifahan sebagaimana secara umum
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dipahami oleh kaum Muslim. Lembaga kekhalifahan tidak ada
kaitannya dengan tugas-tugas keagamaan. Islam tidak
memerintahkan untuk mendirikan kekhalifahan dan juga tidak
melarang. Agama (Islam) menyerahkannya kepada pilihan kita
yang bebas. Bagi Razig sumber legitimasi kekuasaan tidak bisa
dicampur-aduk antara ligitimasi  rakyat (ascending of
power)dengan yang datang dari Tuhan (descending of power),
dan ini jelas berbeda dengan Ibnu Khaldun walaupun sama-sama
memberi penyediaan pintu masuk untuk menerimakekuasaan raja
ataukekuasaan sekuler dan bukan khilafah tetapi tetap
membangun moralitas ilahiyah®.

Kedua Paradigma Integralistik, yang memandang agama
Islam sebagaisuatu agama yang sempurna dan sangat lengkap,
yang meliputi tidak saja tuntunan moral dan peribadatan,
tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala
aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karenanya
untuk pemulihan kejayaan dan kemakmuran, umat Islam harus
kembali kepada agamanya yang sempurna dan komprehensif,
kembali kepada kitab sucinya, al-Qur’an dan Sunnah Nabi

SAW, mencontoh pola hidup Rasul SAW danumat Islam generasi

#Kamsi, Paradigma Politik Islam , In Right Jurnal Agama dan Hak
Asasi Manusia , Vol.2, No.l, 2012,di unduh pada tgl 30 April
2019http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view File/1232/1062h.
46-47
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pertama, serta tidak perlu atau bahkan jangan meniru pola atau
sistem politik, ekonomi, dan sosial Barat™.

Ide pemikiran atau pemahaman ini terekspresi pada
perjalanan sejarah yang termanifestasi dalam organisasi gerakan
Islam lkhwan al-Muslmin di Mesir dan Jama'at Islammiyah.
Jamaah Islamiyah (JI) yang lahir di Mesir ini merupakan sebuah
organisasi Ikhwanul Muslimin.**,

Gerakan Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan politik
yakni gerakan yang menuntut perbaikan dari dalam terhadap
pemerintah, meluruskan persepsi yang terkait dengan hubungan
umat Islam terhadap bangsa-bangsa lain di luar negeri, mendidik
bangsa agar memiliki kemuliaan dan menjaga identitasnya.
Ungkapan tersebut menjelaskan pula bahwa aspek politik
berkaitan  dengan apa yang  berhubungan  dengan
pemerintahan tata negara dan hubungan antara pemerintah dan
rakyat. Demikian juga hubungan antara negara, dengan penjajah,
dan permasalahan yang terkait. Dengan kata lain, politik adalah
upaya memikirkan persoalan internal dan eksternal umat

Islam®®.

%zaprulkhan “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam”,
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014, di unduh pada tgl 30 April
2019http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/download/261/
242,h.114

#Kamsi, Paradigma Politik Islam , In Right Jurnal Agama dan Hak
Asasi Manusia , Vol.2, No.1, 2012, di unduh pada tgl 30 April 2019
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1232/1062, h. 43

%7zaprulkhan “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam”,
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014, di unduh pada tgl 30 April
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Dalam pandangan Jamaah Islamiyah, Pan-Islamisme
merupakan alternatif dari sistem nation-state atau negara bangsa
yang menurut mereka harus diubah karena mengantarkan
hegemoni asing atas negara-negara Muslim, mereka mengusung
gagasan Pan-Islamisme. Gagasan Pan-Islamisme ini pada intinya
sama dengan gagasan tentang kekhalifahan Islam, mendirikan
negara Islam internasional.®.

Ketiga, Paradigma Substantif-SimbiotikHubungan antara
agama dan negara harus berbeda dalam hubungan yang bersifat
simbiotik, yaitu suatu hubungan timbal balik yang saling
memerlukan antara keduanya. Negara menurut kelompok ini
memerlukan panduan etika dan moral sebagaimana diajarkan
agama. Sementara agama sendiri memerlukan kawalan negara
untuk Kkelestarian dan eksistensinya atau agama (lIslam)
memerlukan ‘pedang penolong’ yaitu negara. Tanpa ‘pedang
penolong” yang mendukungnya, maka Islam dengan semua
ajarannya yang sempurna dan konprehensif tidak akan mungkin

7
|3

ditancapkan dalam realitas sosial®’. Dengan hubungan seperti

inilah keduanya berada dalam dimensi simbiosis-mutualistis dan

2019http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/download/261/
242, h. 115

*®Kamsi, Paradigma Politik Islam , In Right Jurnal Agama dan Hak
Asasi Manusia , Vol.2, No.1, 2012, di unduh pada tgl 30 April 2019
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1232/1062, h. 45

¥"Kamsi, Paradigma Politik Islam , In Right Jurnal Agama dan Hak
Asasi Manusia , Vol.2, No.l, 2012,di unduh pada tgl 30 April 2019
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1232/1062,h. 49
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tidak mereduksi agama atau tidak menyamakan antara alat
dengan risalah.

Dengan logika seperti itulah, kelompok ini dengan tegas
menyatakan bahwa Islam sama sekali tidak mewajibkan kepada
umatnya untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Sifat
holistik yang dimiliki Islam menurut kelompok ini tidak secara
otomatis mencampuradukkan yang sakral dan hal yang profan
(organisasi, ideologi, pembentukan negara dan sebagainya) dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.®

Islam, baik secara teologis, dogmatis , maupun
sosiologis, selalu hadir dalam bentuk yang tidak pernah seragam.
Sejak wafatnya Nabi, umat Islam selalu dihadapkan dengan
beragamnya keyakinan (° aqidah), baik mengenai ketuhanan,
kenabian, wahyu, maupun persoalanpersoalan ghaybiyyat
lainnya. Secara teologis, Islam selalu hadir dalam wajahnya yang
beragam, dalam bentuk Murji’ah, Syi’ah, Khawarij, Mu’tazilah,
maupun Ahl al-Sunnah®.

Oleh  sebab itu, bukanlah sebuah  kesalahan
terminologis jika ada sebutan Islam India, Islam Nigerian,

Islam Amerika, Islam | ran, Islam Pantai Gading, Islam Jepang,

®Kamsi: Paradigma Politik Islam In Right Jurnal Agama dan Hak
Asasi Manusia Vol.2, No.l, 2012, di unduh pada tgl 30 April 2019
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1232/1062, h. 49

%9zaprulkhan “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam”,
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014, di unduh pada tgl 30 April
2019http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/download/261/
242, h. 128
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Islam Arab, Islam Turki, Islam Chad, Islam Brunei, Islam
Prancis, Islam Indonesia dengan segala variasinya, dan
seterusnya. Jangankan yang serba-besar itu, orang juga biasa
menyebut Islam menurut paham Muhammadiyah, paham NU,
paham Persis, Islam paham garis keras, dan lain-lain®.

Dan jika perspektif tersebut diturunkan dalam
konstelasi Indonesia yang pluralistik, terutama dalam hal
agama,Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim
terbesar, maka nilai yang paling baik mewarnai adalah nilai
Islam. Tetapi nilai Islam yang dapat berlaku pada dataran
nasional itu hanyalah nilai Islam yang bisa, dan orang Islam
sanggup merumuskannya secara universal dan inkklusivistik.
Karena itu orang tidak bicara tentang negara Islam lagi. Negara
Islam itu eksklusif tidak inklusif. Tetapi orang Islam sekarang
bicara tentang keadilan, persamaan antar manusia, hak pribadi,
yang semuanya ada dalam ajaran Islam namun inklusif*’.

Paradigma Sekularistik, dan Paradigma Integralistik,
Paradigma Substantif-Simbiotik yang menjelaskan relasi agama

dan negara.

*0Zaprulkhan “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam”,
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014,di unduh pada tgl 30 April
2019http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/download/261/
242, h. 128

“Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan, (Jakarta : Paramida.
1998), h.173
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D. Negara Pancasila

Setiap negara yang ingin berdiri kokoh kuat, tidak mudah
terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan
bernegara, sudah barang tentu perlu memiliki dasar negara yang
kokoh dan kuat. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh.
Indonesia sebagai negara besar yang merdeka sejak tahun 1945
telah memilki dasar negara nya sendiri Pancasila

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
yang kemudian menjadi falsafah negara,** merupakan
perwujudan dari keinginan dan perwujudan dari watak rakyatya,
oleh karna itu tidak mungkin untuk mengambil falsafah negara
lain untuk dijadikan falsafah Bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya merupakan
kristalisasi nilai-nilaiyang di gali dari bangsa Indonesia. Nilai-
nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai persatuan, nilai
kerakyatan, dan nilai keadilan telah ada dan tercermin, dan
terkandungdalam kehidupan masyarakat yang berupa adat
istiadat, kebudayaan, dan kebiasaan dalam memecahakan
permasalahan mereka sehari-hari®.

Perjalanan panjang Indonesia untuk merdeka dari penjajah
sehingga para pendiri negara ini dalam mempersiapkan
kemerdekaannya memakan waktu yang cukup lama dan

persiapan yang matang terlebih untuk menentukan apa yang kelak

*2T Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Prenada Media Group. 2010), h. 39

*Abdul Hamid, Teori Negara Hukum Modern, (Bandung : Pustaka
Setia. 2016), h. 115-116
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menjadi dasar negara ini berjalan di masa depan. Oleh sebab itu
di bentuklah suatu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia.

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) ini beranggotakan 62 orang, diketuai K.R.T
Radjiman Wedyodiningrat, serta Itibangase Yosio dan Raden
Panji Suroso, masing-masing sebagi Wakil Ketua. Persidangan
badan ini di bagi dalam dua periode, yaitu masa sidang pertama
dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan masa sidang
kedua dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam
kedua masa sidang itu, fokus pembicaraan dalam sidang-sidang
BPUPKI langsung tertuju upaya mempersipkan pembentukan
sebuah negara merdeka. Hal ini terlihat selama masa sidang
pertama, pembicaraan tertuju pada soal philosofische gronslag,
dasar falsafah yang harus di persiapkan dalam rangka negara
Indonesia merdeka.* Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 di
tetapakan Pancasila sebagai dasar dan idiologi bangsa Indonesia,
Setelah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI1)®.

Penetapan Pancasila sebagai dasar dan Idiologi negara
merupakan perjalanan yang cukup panjang. Perdebatan antar dua
kelompok, kelompok pendukung dasar negara Islam dengan

kelompok pendukung dasar negara kebangsaan (nasionalis) yang

*Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,
(Sinar Grafika: Jakarta 2011 cet 2). h. 32-33

**Moh Mahmud, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada.2012), h. 3
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lebih di kenal sebagai negara pancasila. Setelah penetapannya
tanggal 18 Agustus 1945 Perdepatan itu tetap berlanjut yang pada
akhirnya pemerintah mengeluarkan Dekrit  Presiden 5 Juli
1957,

Pancasila merupakan landasan fundamental bagi
penyelenggaraan negara. Unsur-unsur Pancasila telah dimiliki
oleh bangsa Indonesia sebagai kristalisasi dari asas-asas dalam
kebudayaan, nilai-nilai  ketuhanan, yang kemudian di
formulasikan oleh para pendiri negara sebagai dasar negara.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia membawa
konsekuensi logis, yaitu kekuatan imperatif atau memaksa secara
hukum. Pancasila sebagai dasar dan Idiologi negara telah
mengalami banyak ujian dan tantangan-tantangan yang berat dan
besar, namun selalu tetap menjadi tempat kembali sebagai

perekat bangsa.

*8Moh Mahmud, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu,..., h.



BAB Il1
MUHAMMADIYAH DAN NEGARA PANCASILA

A. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan
awal kelahiran Organisasi Besar Muhammadiyah yang sampai
sekarang masih Eksis. Muhammadiyah lahir dalam rangka
merespon kondisi sosial keagamaan umat Islam, yang pada masa
itu umat Islam tidak mempraktekan agama secara murni,
bertaburnya mistisisme dalam ritual keagamaan, akal tidak
berdaya menghadapi tradisi yang penuh dengan kestatisan dan
kepasifan.

Pada periode pra dan awal berdirinya hingga 1945 |,
Muhammadiyah mengusung ide dan gagasan transformasi sosial
keagamaan bagi umat Islam. Gagasan transformasi itu muncul
dari kesadaran K.H Ahmad Dahlan bahwa umat Islam hampir
berada dalam keterpurukan yang sempurna, pengamalan ajaran
Islam tidak lagi didasarkan pada nilai-nilai otentik dan banyaknya
praktek peribadatan yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan As-
Sunnah.’

Muhammadiyah sebagai gagasan transformasi Islam di
indonesia, sejarah yang melatarbelakangi lahirnya

Muhammadiyah secara garis besar ada dua yaitu:

'Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 1 Abad
Muhammadiyah, ( Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), Pengantar Editor
Syarifuddin Jurdi dkk

39
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1. Faktor Subyektif

Faktor Subyektif merupakan sebagai faktor utama dan
faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah.
Muhammadiyah adalah hasil pendalaman K.H. Ahamad
Dahlan terhadap Al-Qur’an baik dalam hal gemar membaca
maupun menelaah, membahas dan mengkaji kandungan
isinya. la telaah sedemikan teliti, dipertanyakan juga kalau
ada sebab-sebab yang musti harus dilakukan. Sikap K.H
Ahmad Dahlan seperti ini sesungguhnya dalam rangka
melaksankan firman Allah sebagaimana yang tersimpul dalam
surat An-Nisa ayat 82 dan Surat Muhammad ayat 24, yaitu
melakukan tadabbur atau mendalami setiap ayat.?

Menurut Djarnawi gagasan untuk mendirikan
Muhammadiyah timbul dalam hati sanubari K.H. Ahmad
Dahlan sendiri karena didorong oleh sebuah ayat dalam Al-
Qur’an, yakni surat Al-Imron ayat 104:

AAD Sl g o Sl 0 el ) o B s S
O i

“dan hendaklah ada diantara kamu sekalian

segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh

yang makruf dan mencegah yang mungkar, merekalah
orang-orang yang beruntung”.

“Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,(Yogyakarta : Surya Mediatama. 2009), h. 100

*Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, (Yogyakarta :
Suara Muhammadiyah. 2016), h.28



41

Memahami seruan ayat di atas, K.H. Ahmad Dahlan
tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan,
organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi yang
tugasnya berkhidmat melaksankan misi dakwah Islam amar
makruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat luas.*
Kelahiran Muhammadiyah melekat dengan sikap pemikiran,
dan langkah Kyai Ahmad Dahlan sebagai pendirinya.

2. Faktor Obyektif

Yang dimaksud dengan faktor obyektif adalah fakta-
fakta riil yang terjadi dan menimpa umat dan bangsa
Indonesia. Faktor Obyektif ini dapat dibedakan menjadi dua
yaitu Internal dan Eksternal.

Dari segi Internal, meliputi antara lain:
a. Ketidakmurnian amalan Islam

Sebelum masuknya agama Islam di Indonesia,
masyarakat bangsa Indonesia memeluk agama Hindu dan
Budha dengan segala amalan dan tradisi yang ada di
dalamnya. Sementara itu agama Islam sampai ke Nusantara
setelah melewati perjalanan yang sangat panjang. Oleh karena
itu tidak dapat dipungkiri adanya kenyataan berbagai
pengaruh kepercayaan lain menempel secara tidak sengaja ke
tubuh ajaran Islam.’> Sehingga untuk bisa menggeser dan

menghilangkan pengaruh dari agama yang lebih dulu cukup

*Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,..., h. 100

*Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,..., h. 101
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sulit, meskipun pemahaman dan pengamalan ajaran Islam
terus dilanjutkan.

Umat Islam Indonesia meskipun secara formal
menganut Islam tetapi jauh dari sumber ajaran yang asli atau
murni, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Praktik Islam yang
bersifat Syirik (menyekutukan Allah), tahayul ( percaya pada
tanda-tanda alam yang dikaitkan dengan nasib hidup), dan
bid’ah (mengadakan ajaran yang tidak ada contohnya dari
Nabi atau ajaran Islam yang murni) berkembang dalam
kehidupan umat Islam.®

Perkembangan ajaran Islam sejak masuknya ke
Indonesia terus di kembangkan hingga abad ke-20 ketika
doktrin Islam menjadi simbol para priyai, abangan dan
sebagian kelompok santri. Islam tidak menjadi cara pandang
yang Integral, terpadu, dan kaffah. la hanya diakui sebagai
simbol ritual seperti sembahyang, sementara tradisi
dinamisme dan animisme tetap dipertahankan.’

Kepercayaan yang bersifat dinamisme, animisme, dan
totemisme terus berlangsung dan kondisi tersebut telah
disediakan oleh budaya Hindhu-Budha yang lebih dulu masuk
ke Indonesia. Akibatnya, dalam masyarakat semakin

mengakar keyakinan “mendua”. Setelah Islam datang,

®HaedarNashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaruan,..., h.63
"Syarifuddin  Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik
Indonesia 1966-2006,..., h.61
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kepercayaan yang bersifat “mendua” ini masih terus
berlangsung.®

b. Lembaga Pendidikan yang dimiliki umat Islam belum
mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi
selaku “Khalifah Allah di atas bumi”.

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga
pendidikan khas milik umat Islam di Indonesia, sekaligus
merupakan sistem pendidikan yang khas di Indonesia. Dilihat
dari sejarahnya sistem pesantren ini sebenarnya sudah
berkembang sejak zaman Hindu-Budha. Sistem ini terus
berlanjut ketika Indonesia memasuki zaman Islam.

Pendidikan umat Islam yang lebih menonjol adalah
pendidikan Pesantren yang hanya mengajar ilmu agama,
sementara pendidikan umum terabaikan.” Akibatnya, kondisi
umat Islam tidak mampu menghadapi tantangan zaman atau
tidak mampu bersaing dengan zaman modern.

Sesungguhnya, pendidikan Islam sudah seharusnya
menyiapakan diri menjadi lembaga pembibitan kader-kader
penerus cita-cita Islam dan siap mengemban amanat Allah
sebagai “Khilafah Allah” di muka bumi. Mengingat fungsi
pendidikan Islam seperti ini maka apa yang ada dilembaga-
lembaga pendidikan pondok pesantren pada saat itu dirasakan

oleh K.H Ahmad Dahlan masih ada satu kekurangan mendasar

SSyarifuddin  Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik
Indonesia 1966-2006, ..., h.62

Syarifuddin  Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik
Indonesia 1966-2006, ... h.70
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yang harus segera disempurnakan. Pada awalnya pondok
pesantren hanya membekali agama semata, maka untuk
menyempurnakannya mereka harus diberikan juga ilmu-ilmu
pengetahuan umum sehingga dengan demikian akan lahirlah
dari lembaga pendidikan ini manusia yang “takwa kepada
Allah”, “cerdas lagi terampil”,"® dan mampu menjawab
tantangan zaman.
Dari segi eksternal, meliputi antara lain:
a. Misi Gerakan Kristenisasi ditengah-tengah Masyarakat
Indonesia

Belanda datang ke Indonesia tidak hanya melakukan
misi kolonialisme tetapi juga membawa misi Kristenisasi atau
yang dikenal dengan istilah “Tiga G”. Tiga G merupakan panji-
panji yang akan dikibarkan disetiap negara jajahannya
termasuk Indonesia. Ketiga G ini menggambarkan motif
kedatangan Belanda ke Indonesia. Yang pertama motif politik
(Glory = menang); sesuatu motif untuk menjajah dan
menguasai negeri jajahannya sebagai daerah kekuasaannya.
Kedua, motif ekonomi (Gold= emas, kekayaan); suatu motif
untuk mengeksploitasi, memeras dan mengeruk harta kekayaan
negeri jajahan. Dan ketiga, motif menyebar luaskan ajaran

kristiani (Gospel)."Ketiga motif tersebut untuk menyebar

Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,..., h. 103

"Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 103
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luaskan ajaran kristen di Indonesia mengubah yang Islam
menjadi Kristen atau mengubah agama penduduk.

Perkembangan kegiatan Kristen misi didukung penuh
oleh penguasa kolonial Belanda, dan untuk mendukung ketiga
motif tersebut, pemerintahan Hindia Belanda menggarap dua
program besar yaitu: Pertama, program Asosiasi atau
Westernisasi merupakan program pembudayaan, dalam bentuk
sedemikian rupa hingga orang Indonesia mau menerima
kebudayaan Barat sebagai kebudayaan mereka walaupun tanpa
mengesampingkan kebudayaan sendiri. Kedua, Program
Kristenisasi yaitu program yang ditunjukan untuk mengubah
agama penduduk, yang Islam atau pun yang bukan Islam
menjadi Kristen.*?
b. Penetrasi Bangsa-Bangsa Eropa, terutama Bangsa

Belanda ke Indonesia

Kedatangan bangsa-bangsa Eropa terutama bangsa
Belanda ke Indonesia, khususnya dalam aspek kebudayaan,
peradaban dan keagamaan telah membawa pengaruh buruk
terhadap perkembangan Islam di Indonesia."® Pada akhir abad
XIX kekuasaan kolonialis Belanda di Indonesia semakin
mantap, dengan semakin menguat pengaruhnya diberbagai

aspek kehidupan di dalam masyarakat.

2Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 104

Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 105
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Secara politik, kontrol pemerintahan kolonialis terhadap
wilayah, penguasa lokal dan masyarakat secara umum telah
berjalan secara sistematis melalui jaringan birokrasi kolonialis
yang telah mampu berpengaruh sampai tingkat yang paling
rendah. Dalam sektor ekonomi, kebijakan ekonomi liberal yang
di berlakukan secara formal sejak tahun 1870 telah
memberikan kesemptan tidak hanya kepada pemerintahan
kolonialis, tetapi juga kepada pihak swasta asing untuk
mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi diseluruh Indonesia.
Sementara itu, perluasan aktivitas ekonomi yang didasarkan
pada sistem pasar dan penggunaan uang sebagai standar dalam
setiap hubungan ekonomi telah merangsang timbulnya
komersialisasi dan moneterisasi dalam kehidupan ekonomi
masyarakat secara umum.**

Secara pendidikan, pendidikan model Barat yang
diperkenalkan  kepada penduduk pribumi sejak paruh kedua
abad XIX menonjolkan sifat intelektualistik, individualistik,
elistis, diskriminatik, serta sama sekali tidak memperhatikan
dasar-dasar asas-asas moral keagamaan (sekuler), maka lahirlah
suatu generasi baru bangsa Indonesia yang terkena pengaruh
paham rasionalisme dan individualisme dalam pola berfikir

mereka.®

“Majelis Diklitbang dan LPlI PP Muhammadiyah, 1 Abad
Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosioal Keagamaan, (Jakarta : Penerbit
Buku Kompas. 2010), h. 7-8

Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 105
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c. Pengaruh dari gerakan Pembaharuan dalam Dunia
Islam

Secara makro, perkembangan dunia Islam pada akhir
abad XIX dan awal abad XX ditandai oleh usaha untuk
melawan dominasi Barat setelah sebagian besar negara yang
penduduknya beragama Islam secara politik, sosial, ekonomi,
maupun budaya telah kehilangan kemerdekaan dan berada
dibawah kekuasaan kolonialis dan imperialis Barat sejak
beberapa abad sebelumnya.’® Sudah muncul usaha dari
masyarakat muslim sendiri untuk mengatasi krisis internal
dalam proses sosialisasi ajaran Islam, baik akidah maupun
pemikiran pada sebagian besar masyarakat, baik yang
disebabkan oleh dominasi kolonialis dan imperalis Barat
maupun sebab-sebab lain yang ada masyarakat Muslim itu
sendiri.

Ditengah-tengah kemerosotan itu, sejak pertengahan
abad XIX muncul ide-ide pemurnian ajaran dan kesadaran
politik di kalangan umat Islam melalui pemikiran dan aktivitas
tokoh-tokoh seperti Profesor Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim al-
Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Sayid Jamaludin al-
Afghany, Muhammad Abduh, Rasyid Ridla dan sebagainya.*’

Seperti yang terjadi di dalam dunia Islam secara umum,

Islam di Indonesia pada abad XIX juga mengalami Kkrisis

®Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 1 Abad
Muhammadiyabh,... h. 12

"Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 105
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kemurnian ajaran, kestatisan pemikiran, maupun aktivitas dan
pertentangan internal. Untuk melawan segala krisis yang terjadi
pada abad XIX telah terjadi proses kebangkitan Islam di
kepulauan Nusantara. Ditandai dengan munculnya gerakan-
gerakan pembaharuan. Periode pertama tahun 1784-1803 di
kota Tua di daerah Agam, yang digerakan tuanku Nan Tua,
yang melakukan gerakan keagamaan dan perdagangan untuk
melakukan penerapan hukum Islam di desa-desa da
mengorganisasi para saudagar Muslim. Periode berikutnya
yang paing menonjol ialah gerakan Padri tahun 1803-1819
yang dipelopori oleh Haji Miskin, Taunku Nan Rentjeh, dan
paling populer Taunku Imam Bonjol, yang melakukan gerakan
kebangkitan bercorak pemurnian ala Wahabbiah yang keras,
selain dalam melakukan perlawanan yang meluas terhadap
belanda. Pada fase mutakhir, gerakan kebangkitab Islam
bercorak pembaruan di Minangkabau dilakukan Ahmad Khatib
di ikuti Hadji Rasul dan Ahmad Taher, yang sangat
berpengaruh bukan hanya di Sumatra Barat kala itu, tetapi ke
penjuru tanah Air hngga ke Asia Tenggara, sebagai ambrio dari
pemikiran Muslim modenis Islam yang ingin mengembalikan
Islam pada Al-Qur’an dan Sunnah.'®

Awal abad ke-20 bersama dengan menyingsingnya fajar
kebangkitan nasional untuk kemerdekaan, lahir sejumlah

organisasi Islam dengan aliran paham dan orientasi gerakan

®Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaruan,..., h.64-65
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yang beragam yaitu Jamiat Khair (1905), Sarekat Dagang Islam
yang kemudian menjadi Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah
(1912), Al-Irsyad (1913), Persatuan Islam (1923), Nahdatul
Ulama (1926) dan lain-lain yang terpolarasi kedalam dua arus
besar yakni Islam yang modernis dan tradisional.® Kelahiran
Muhammadiyah merupakan sejarah panjang dari penyebaran
Islam dan pencarian perjalan hidup dari pendiri nya K.H
Ahmad Dahlan.

Dari  berbagai faktor yang melatar belakangi
kemunculan gerakan Muhammadiyah ini sesungguhnya ada
benang merah yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa
Muhammadiyah sepanjang sejarahnya telah membuktikan
dirinya menjadi salah satu gerakan yang selalu berada di garda
terdepan dalam menegakkan dan menjungjung tinggi Agama
Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya.

B. Landasan Gerakan Muhammadiyah
1. Identitas Muhammadiyah
Dengan  melihat  sejaran  pertumbuhan  dan
perkembangan  Persyarikatan =~ Muhammadiyah  sejak
kelahiranya, nyata sekali bahwa di dalamnya terdapat ciri-ciri
khusus, atau sibghah yang menjadi Identitas dari hakekat atau
jati diri Persyarikatan, Adapun Identitas dari perjuangan

Muhammadiyah itu adalah:

®Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaruan,..., h.66



50

a. Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam

Ciri pertama dari gerakan Muhammadiyah dikenal
sebagai Gerakan Islam, yang meyakini dengan sepenuh hati
bahwa Islam sebagai satu-satunya agama Allah yang benar,
yang mendasarkan keyakinannya itu pada Tauhid yang murni
dan bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah Nabi, dan
mengemban misi Risalah Islam itu untuk menegakan dan
membangun kehidupan yang membawa pada keselamatan serta
kebahagian hidup untuk manusia di dunia dan akhirat.?’

Kalau kembali memotret kelahiran Muhammadiyah
tahun 1912 yang mendahului kelahiran bangsa (1920-an) dan
negara (1945) Indonesia telah menunjukan adanya bahwa
Muhammadiyah merupakan gerakan Islam,?* Yang lahir
sebagai hasil kongkrit dari telaah dan pendalaman (tadabbur)
K.H Ahmad Dahlan terhadap Al-Qur’anul Karim.Tegasnya
gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan
wajah Islam dalam wujud riel, kongkrit, dan nyata, yang dapat
dihayati, dirasakan dan dinikmati oleh umat sebagai “rahmatan
lil alamin”®,

Dari latar belakang berdirinya Muhamamdiyah jelaslah

bahwa sesungguhnya kelahiran Muhamadiyah itu tidak lain

23yarif Hidayatullah, Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di
Indonesia,..., h. 47-48

Zgyarifuddin  Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik
Indonesia 1966-20086, ... h.XII

?’Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 136
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karena diilhami, dimotivasi dan disemangati oleh ajaran-ajaran
Al-Qur’an. Dan apa yang digerakan oleh Muhammadiyah
tidak ada motif lain kecuali semata-ata untuk merealisasikan
prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan yang real dan
kongkrit. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha
untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud real, kongkret,
dan nyata. Yang dapat dihayati, dirasakan dan dinikmati oleh
umat sebagai “Rahmatan Lil Alamin”?,

b. Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islam

Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal
dengan Gerakan Dakwah Islam, Amar Makruf  Nabhi
Mungkar (al-amr bi’l-ma’ruf wa nahy- ‘an al-mungkar).
Yang sejak awal sudah memiliki maksud dan tujuan sebagai
organisasi yang menjungjung tinggi agama lIslam sehingga
terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya®*.

Telah diuraikan diatas bahwa faktor utama yang
mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal
dari pendalaman K.H Ahmad Dahlan terhadap ayat-ayat Al-
Qur’an al-Karim, terutama sekali surat al-Imran ayat 104.
Berdasarkan pada ayat inilah Muhammadiyah meletakkan
khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah
(menyeru, mengajak) Islam, mar makruf nahi mungkar

dengan  masyarakat sebagai medan atau kancah

“Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 136

Syarif Hidayatullah, Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di
Indones,..., h. 19



52

perjuangannya. Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah
masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai
amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang
banyak semacam berbagai ragam lembaga pendidikan dari
sejak kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, membangun
sekian banyak Rumah Sakit, Panti-panti Asuhan, dan
sebagainya. Seluruh amal usaha Muhammadiyah seperti itu
tidak lai merupakan suatu manifestasi atau perwujudan
dakwah Islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat
dan tujuan ang tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan
wahana dakwah Islam sebagaimana yang diajarkan olehAl-
Qur’an dan As-Sunnah Shahihah.”®
c. Muhammadiyah sebagai Gerakan Tajdid

Ciri ke tiga yang melekat pada Persyarikatan
Muhammadiyah adalah sebagai Gerakan Tajdid atau Gerakan
Reformasi, yang ingin mengembalikan semuanya pada Al-
Qur’an dan As-Sunnah

Sifat Tajdid yang dikenakan pada gerakan
Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian
upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang
menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya
Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara
pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam

memperbaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara

®Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 136
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penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara
pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara
pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat Id dan
pelaksanaan kurban dan sebagainya.

Untuk membedakan antara keduanya maka tajdid
dalam pengertian pemurnian dapat disebut purifikasi
(purification)?® dan tajdid dalam pembaharuan dapat disebut
reformasi (reformation)?’. Dalam hubungan dengan salah satu
ciri  Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, maka
Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai Gerakan Purifikasi
dan Gerakan Reformasi®®.

Identitas Muhammadiyah sebagai gerakan adalah
Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Gerakan dakwan
Islam dan Gerakan Tajdid.

2. Landasan Gerakan Muhammadiyah

Muhammadiyah memiliki landasan gerakan yang
memberikan aturan dan panduan dasar dalam melaksanakan
kiprahnya. Landasan gerakan tersebut terdiri atas Landasan

Ideal, Landasan Konstitusional dan Landasan Oprasional.

®®pemurnian dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam
yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah Lihat ABD. Rohim Ghazali, Dedi
Warman, Edi Sukardi dll, Dar Al- ‘Ahdi Wa Al-Syahadah, ..., h. 67

’Pembaharuan dimaksudkan sebagai penafsiran pengamalan dan
perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan
Sunnah ABD. Rohim Ghazali, Dedi Warman, Edi Sukardi dll, Dar Al-‘Ahdi
Wa Al-Syahadah, ..., h. 67

*®Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 137-138
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Landasan gerakan dalam Muhammadiyah terdiri dari 3 hal
seperti berikut ini :
a. Landasan Ideal
1) Mugaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
(MADM)

Mugodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo, sebagai
pengkajian pokok pikiran dan perjuangan KH. Ahmad
Dahlan®. Mugodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah di
sempurnakan redaksionalnya oleh Buya Hamka, K.H
Farid Ma’ruf,Mr. Kasman Singodimejo, dan Zein Jambek.
Rumusan Mugodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
diterima dan disahkan pada Muktamar ke-31 di Jogjakarta,
1950.

Beberapa alasan mengapa Mukadimah Anggaran
Dasar Muhammadiyah baru disusun dan dirumuskan pada
periode Ki Bagus Hadikusuma karena dilatarbelakangi
oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

Alasan pertama belum ada rumusan formal
mengenai dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah.
K.H Ahmad Dahlan membangun Muhammadiyah tidak
dengan suatu teori, ia hanya menerapkan pemahaman
Islam yang bersumber pada al-Quran dan Sunnah.

Perkembangan yang terjadi pada Muhammadiyah

»Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 156
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mengakibatkan semakin kaburnya penghayatan terhadap
dasar-dasar pokok tersebut. Kedua, kehidupan ruhani
keluarga Muhammadiyah yang menampakkan gejala
menurun akibat terlalu mengejar kehidupan duniawi,
artinya perkembagan yang terjadi di masyarakat seperti
kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan tidak dibarengi
dengan peningkatan rohani*°.

Ketiga, semakin kuatnya pengaruh-pengaruh dari
luar yang bertentangan dengan Muhammadiyah, antara lain
cara berfikir, pandangan hidup, yang telah masuk dalam
masyarakat. Keempat, dorongan dengan disusunya
pembukaan UUD 1945, Ki Bagus Hadikusuma merasa isi
rumusan Piagam Jakarta sangat penting. Berdasarkan
kenyataan yang terjadi, dicoretnya kata-kata “ dengan
kewajiban menjalankan syariat Islambagi pemeluk-
pemeluknya” maka dia menyusun Mukadimah Anggaran
Dasar Muhammadiyah yang berfungsi menerapkan jiwa
dan semangat pengabdian serta pejuangan persyarikatan
Muhammadiyah®".

Faktor yang melatarbelakangi lahirnya MADM ada
empat pertama Belum adanya rumusan formal tentang

dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. kedua,

*Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 158

$!Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 159
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Kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan
gejala menurun, akibat terlalu mengejar duniawi. Ketiga,
Semakin kuatnya pengaruh-pengaruh dari luar yang
bertentangan dengan Muhammadiyah, seperti cara berfikir,
sikap hidup atau pandangan hidup yang masuk dalam
masyarakat dan empat Dorongan dengan disusunnya
preambul UUD 45.

Mugaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
(MADM)  merupakan  rumusan  konsepsi  yang
bersumberkan  Al-Qur’an dan As-Sunnah tentang
pengabdian manusia kepada Allah, amal, dan perjuangan
setiap muslim. MADM ini menjiwai dan menghembuskan
semangat pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan
seluruh gerak organisasi Muhammadiyah. Dengan
demikian MADM juga menjiwai Anggaran Dasar
Muhammadiyah®.

Dalam Mugaddimah Anggaran Dasar
Muhammadiyah terdapat 7 (tujuh) pokok pikiran yang
merupakan rumusan konsepsi dari Al-Qur’an dan Al-
Sunnah. Tujuh pokok pikiran tersebut adalah:

(1) Hidup Manusia harus berdasarkan Tauhid; Yaitu
bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya

kepada Allah semata

*2Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 160
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(2) Hidup manusia adalah bermasyarakat

(3) Islam satu-satunya agama yang benar (hak), dan satu-
satunya agama yang sempurna

(4) Berjuang menegakkan agama Islam adalah wajib
sebagai ibadah kepada Allah, dan berbuat ihsan dan
islah kepada manusia

(5) Perjuangan menegakkan agama Islam kan berhasil
bila mengikuti jejak perjuangan nabi Muhammad
SAW

(6) Perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran seperti
di atas hanya dapat melaksanakan dengan baik dan
berhasil dengan cara berorganisasi

(7) seluruh perjuangan diarahkan untuk tercapainya
tujuan hidup, yakni terwujdnya masyarakat utama,
adil dan makmur yang diridlai Allah SWT.*

Ketujuh pokok pikiran tersebut dapat diringkas ke
dalam empat prinsip hidup. Pertama; tauhid dan ibadah,
kedua; kemasyarakatan/jamaah, ketiga; ittiba’ dan
keempat; organisasi.>*

2) Kepribadian Muhammadiyah
Kepribadian adalah ciri dan sifat-sifat khas

Muhammadiyah yang merupakan manifestasi dari jiwa dan

*Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 161-162

%Abdul Munir Mulkhan, Pemikiran K.H Ahmad Dahlan dan
Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara,
1990), h.50-51
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semangat Muhammadiyah, yang mewarnai setiap gerak dan
langkah perjuangan Muhammadiyah harus dimiliki dan
dipelihara oleh setiap warga Muhammadiyah.

Latarbelakang yang mewarnai  dilahirkannya
Kepribadian Muhammadiyah adalah masuknya pemikiran
dan cara-cara politik dalam mengelola atau menggerakkan
Muhammadiyah setelah Masyumi (Majelis Syuro Muslimin
Indonesia) dibubarkan dan orang-orang Muhammadiyah
yang berkecimpung di Partai Politik Islam tersebut kembali
ke Muhamamdiyah. Cara-cara politik yang demikian
dipandang tidak cocok dengan Muhammadiyah sebagai
gerakan keagamaan yang berkiprah dalam kemasyarakatan
dan tidak bergerak di lapangan politik-praktis.*

Cara-cara dan watak politik ala partai politik itu
tidak merusak nada dan irama gerak muhammadiyah, maka
diperlukan bingkai yang menuntun dan menjadi acuan
bagaimana warga Muhamdiyah menggerakn organisasi ini
dengan cara Muhammadiyah, bukan cara partai atau cara
politik. Yaitu dengan cara bertumpu pada Kepribadian
Muhammadiyah sebagi gerakan Islam yang menempuh
jalan pembentukan masyarakat, bukan dengan jalan politik,

bukan dengan jalan ketatanegaraan®®.

**Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, ...,h.159
**Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, ..., h.160



Keputusan ~ Muktamar ke 35, Kepribadian

Muhammadiyah memuat 4 hal yaitu:

(a) Hakikat ~ Muhammadiyah,  Hakikat  kepribadian
Muhammadiyah ialah wajah dan  wijhah-nya
persyarikatan ~ Muhammadiyah.  Wajah  tersebut
mencerminkan tiga predikat yang kuat sebagai
jatidirinya secara utuh. Tiga predikat yang dimaksud
adalah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam,
Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah,
Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid.

(b) Dasar dan amal usaha Muhammadiyah, Dalam
perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan
terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya,
dimana kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan luas-
merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan
amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul
dalam Mugaddimah Anggaran Dasar, yaitu:

(1) Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan
taat kepada Allah,

(2) Hidup manusia bermasyarakat.

(3) Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan
berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya
landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk

kebahagiaan dunia akhirat.
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(4) Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam
dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah
kepada Allah dan ikhsan kepada kemanusiaan.

(5) Ittiba’ kepada langkah dan perjuangan Nabi
Muhammad SAW.

(6) Melancarkan amal usaha dan perjuangannya
dengan ketertiban organisasi.

(7) Pedoman  amal usaha  dan perjuangan
Muhammadiyah.

Menilik dasar prinsip tersebut di atas, maka
apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara
perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan
tunggalnya, harus berpedoman: “Berpegang teguh akan
ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di
segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara
serta menempuh jalan yang diridlai Allah”.

(¢) Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara
Sifat,dianatranya:

(1) Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan
kesejahteraan.

(2) Memperbanyak kawan dan mengamalkan
ukhuwah Islamiyah.

(3) Lapang dada, luas pandangan, dengan memegang
teguh ajaran Islam.

(4) Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.
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(5) Mengindahkan segala hukum, undang-undang,
peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah.

(6) Amar ma’ruf nahi munkar dalam segala lapangan
serta menjadi contoh teladan yang baik.

(7) Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan
maksud ishlah dan pembangunan, sesuai dengan
ajaran Islam.

(8) Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga
dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama
Islam serta membela kepentingannya.

(9) Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan
golongan lain dalam memelihara dan membangun
Negara untuk mencapai masyarakat adil dan
makmur yang diridlai Allah SWT.

(10)Bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar
dengan bijaksana®’.

Keempat pokok pikiran Muhammadiyah dalam
kepribadian  tersebut  Hakikat  Kepribadian
Muhammadiyah, Sifat Muhammadiyah Dasar dan
amal usaha Muhammadiyah.
3) Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup
Muhammadiyah
Sidang tanwir Ponorogo tahun 1969, selain

melahirkan Khittah Ponorogo yang membahas soal politik,

*"Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaruan,... , h.158
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juga berhasil merumuskan Matan Keyakinan dan Cita-Cita
Hidup Muhammadiyah yang merupakan pandangan
Muhammadiyah yang mendasar di bidang epistimilogi
Islam  atau  paham keagamaan menurut
Muhammadiyah®®,

Matan  Keyakinan dan  Cita-cita  Hidup
Muhamadiyah disahkan pada Muktamar ke-37 tahun 1968
Yogyakarta. Yang kemudian disempurnakan pada Sidang
Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. Pada masa periode K.H.
Fagih Usman dan K.H. A.R. Fakhrudin, secara historis
dapat ditempatkan sebagai rumusan yang merupakan
rekonseptualisasi seluruh pemikiran Muhammadiyah yang
pernah disusun sebagaimana telah diuraikan. Dalam
rumusan tersebut terkandung rumusan mendasar yang di
kalangan Muhammadiyah di sebut sebagai faham agama
menurut Muhammadiyah,*dan direvisi pada tahun 1970
tepatnya pada sidang Tanwir di Yogyakarta.

Setiap yang hidup pasti memiliki sebuah cita-cita,
bahkan kita hidup ini harus memiliki sebuah cita-cita,
dengan cita-cita kita hidup, dengan cita-cita pula kita ber
ambisi. tetapi cita-cita tanpa sbuah keyakinan adalah
sebuah mimpi belaka. cita-cita di iringi dengan keyakinan

akan memberikan kita ghiroh (semangat) dalam mengejar

%Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 1 Abad
Muhammadiyabh,... h. 232

¥Abdul Munir Mulkhan, Pemikiran K.H Ahmad Dahlan dan
Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial, ..., h. 52
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4)

cita-cita kita itu. Muhammadiyah sebagai Persyarikatan

memiliki 5 teks cita-cita yang merupakan sebuah impian

yang diiringi dengan sebuah keyakinan. Teks(MATAN)

Muhammadiyah tersebut yaitu:

(@) Mewujudkan Masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya.

(b) Menjadikan Islam adalah agama rahmatan lil alamin

(c) Dalam amalan Muhammadiyah berdasarkan Al-
Qur’an, Hadits

(d) Melaksanakan ajaran-ajaran Islam meliputi segala
bidang, baik Akhlak, Agidah, Ibadah, Muamalah

(e) Baldatun Thoyibatun Warabbun Ghofur

Menjadikan Indonesia negara adil makmur penuh

dengan ampunan Allah SWT.

5 MKCH tersebut terbagi menjadi 3 kelompok,
pertama berisi tentang “Ideologi”, kelompok satu ini terdiri
dari nomor 1 dan 2. Kedua, berisi tentang “Faham”,
kelompok dua ini terdiri dari nomor 3 dan 4. Ketiga, berisi
“Fungsi dan misi Muhammadiyah, kelompok tiga ini terdiri
dari nomor 5.

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah

Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah
seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-
Qur’an dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku

warga Muhammadiyah dalam menjalankan kehidupan sehari-
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hari sehingga tercermin kepribadian Islami  menuju
terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam
lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi,
mengeloal amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi,
berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan,
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
mengembangkan seni dan budaya yang menunjukan perilaku
uswah hasanah (teladan yang baik)“.

Landasan dan sumber pedoman Hidup Islami warga
Muhammadiyah ialah al-Qur’an dan Sunnah nabi yang
merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-
pemikiran formal dalam Muhammadiyah seperti MKCH,
Khittah  Perjuangan Muhammadiyah serta hasil-hasil
keputusan Majelis Tarjih*".

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
memiliki bebrapa kepentingan, diantaranya:

(1) Warga Muhammadiyah dewasa ini makin memerlukan
pedoman kehidupan yang bersifat panduan dan pengayaan

dalam menjalani berbagai kegiatan seharihari. Tuntutanini

“*Pedoman kehidupan Islami Warga Muhammadiyah, keputusan
Muktamar Muhammadiyah ke-44 Tanggal 8-11 Juli Tahun 2000 di Jakarta,
Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1421 H/ 2000 M.

“pedoman kehidupan Islami Warga Muhammadiyah, keputusan
Muktamar Muhammadiyah ke-44 Tanggal 8-11 Juli Tahun 2000 di Jakarta,
Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1421 H/ 2000 M.



didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi antara
lain:

(2) Kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan
bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran
dan bagian dari Keyakinan Hidup Islami Dalam
Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta
1992 yang lebihmerupakan konsep filosofis.

(3) Perubahan-perubahan sosial-politik dalam kehidupan
nasional di era reformasiyang menumbuhkan dinamika
tinggi  dalam  kehidupan umat dan  bangsa
sertamempengaruhi  kehidupan Muhammadiyah, yang
memerlukan  pedoman bagiwarga dan  pimpinan
Persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di
tengahgelombang perubahan itu.

(4) Perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung
pragmatis  (berorientasi  padanilai-guna  semata),
materialistis  (berorientasi pada kepentingan materi
semata),dan hedonistis (berorientasi pada pemenuhan
kesenangan  duniawi)  yangmenumbuhkan  budaya
inderawi  (kebudayaan  duniawi  yang  sekular)
dalamkehidupan modern abad ke-20 yang disertai dengan
gaya hidup modern memasukiera baru abad ke-21.

(5) Penetrasi budaya (masuknya budaya asing secara meluas)
dan multikulturalisme(kebudayaan masyarakat dunia yang

majemuk dan serba melintasi) yang dibawaoleh
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globalisasi (proses hubungan-hubungan sosial, ekonomi,
politik, budaya yangPedoman Hidup Islami (Kehidupan
Islam Terhadap Pribadi dan Keluarga) membentuk tatanan
sosial yang mendunia yang akan makin nyata dalam
kehidupan bangsa.

(6) Perubahan orientasi nilai dan sikap ber Muhammadiyah
karena berbagai faktor yang memerlukan nilai dan norma
yang jelas dari Muhammadiyah sendiri.

b. Landasan Konstitusional

Anggaran Dasar Rumah Tangga atau sering di
singkat dengan AD/RT merupakan sebagai landasan
struktural dan operasional, dapat menjadi pedoman dalam
menjalankan roda organisasi, yang didalamnya terdapat visi
misi dan lain-lain.

Muhammadiyah sebagai organisasi besar sudah
barang tentu memiliki landasan operasional yang di jadikan
pedoman dalam menjalankan roda organisasi yang sudah
ada sejak pertama kali berdiri dan merupakan adalah satu
syarat agar bisa di akui sebagai Organisasi berbadan hukum,
karna itulah Muhammadiyah sudah memilki Anggaran
Dasar nya sendiri meskipun saat itu masih sangat

sederhana®. Dengan berjalannya waktu Anggaran Dasar dan

*2Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 147



Anggran Rumah Tangga Muhammadiyah mengalami
Perubahan di sesuaikan dengan kebutuhan.
c. Landasan Oprasional
1) Pola Tugas dan Usaha

Muhammadiyah selain memilki kekuatan gerakan
pada sistem organisasi, pada saat yang sama dikenal luas
karena gerakan amaliyah dibidang pendidikan, kesehatan,
pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi dan dakwah
kemasyarakatan lainnya. Dalam lingkungan
Muhammadiyah amal kemasyarakatan itu dikenal dengan
sbutan atau istilah “amal wusaha”. Amal usaha
muhammadiyah terwujud dalam ribuan lembaga-lembaga
pendidikan, ratusan rumah sakit dan amal usaha lainnya
yang tersebar di seluruh provinsi dan daerah di seluruh
Indonesia.*

Muhammadiyah sejak  berdirinya telah
melakukan usaha dalam berbagi jenis di sejumlah bidang
kehidupan. Dalam anggaran Dasar Bab Il Pasal 7
tentang usaha dinyatakan bahwa: (1) Untuk mencapai
maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan
Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang
diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. (2)
Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal

usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan

*Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, ..., h. 393
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penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga. (3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab
amal usaha, program, dan kegiatan adalah Pimpinan
Muhammadiyah®.

Adapun usaha Muhammadiyah secara
keseluruhan yag di wujudkan dalam amal usaha,
program, dan kegiatan ialah sebagai berikut: (1)
Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas
pemahaman, meningkatkan pengalaman serta
menyebarluaskan ajaran Islam dalm berbagai aspek
kehidupan; (2) Memperdalam dan mengembangkan
pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan
untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya; (3)
Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak,
wakaf, shadagah, hibah, dan amal shalih lainnya; (4)
Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya
manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlag
mulia. (5) Memajukan dan memperbaharui pendidikan
dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian; (6)
Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah
perbaikan hidup yang berkualitas; (7) Meningkatkan
kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; (8)

Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan

**Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, ..., h. 394
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sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan;
(99 Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan
kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan
masyarakat dalam dan luar negeri; (10) Memelihara
keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara; (11) Membina dan
meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai
pelaku gerakan; (12) Mengembangkan sarana, prasarana,
dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan;
(13)Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan
kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap
masyarakat;
(14) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan
tujuan Muhammadiyah. (Anggaran Rumah Tangga
Muhammadiyah pasal 3 tahun 2005)*.

Usaha dalam Muhammadiyah yang diwujdukan
dalam amal usaha, program, dan kegiatan tidak lepas dari

prinsip gerakannya yakni beramal shaleh menurut Islam.

2) Khittah Muhammadiyah

Khittah Muhammadiyah dapat pula disebut
Khittah politik atau Khittah Kebangsaan karena
menyangkut garis perjuangan tentang politik kebangsaan.
Istilah tersebut dalam Muhammadiyah merupakan istilah

baku yang memiliki konsep, makna, dan fungsi khusus

**Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, ..., h. 395
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serta telah dirumuskan menjadi kebajikan strategis

organisasi yang dimulai sejak tahun 1956-1959 (Khittah

Palembang), 1969 (khittan Ponorogo), 1971 (Khittah

Ujung Pandang), 2002 (Khittah Denpasar)*.

Pada prinsipnya melalui  khittah  yang
dilangsungkan beberapa kali ingin melakukan penegasan
ulang bahwa secara garis besar menentukan kebijakan
dan orientasi gerakannya untuk:

1) Menentukan garis-garis organisasi yang mengikat dan
ditaati oleh seluruh anggotanya sebagai kebijakan,
arahan, pedoman dan ketentuan dalam bersikap dan
bertindak atas nama organisasi.

2) Menempatkan secara objektif dan verifikasi kerja
mengenai lapangan dakwah pembinaan masyarakat
dengan lapangan perjuangan politik untuk meraih
kekuasaan negara.

3) Penegasan posisi dan peran Muhammadiyah yang
bergerak di lapangan dakwah dan tidak bergerak di
lapangan politik-praktis atau politik yang berorientasi
pada kekuasaan.

4) Garis kebijakan organisasi yang menetapkan tidak
ada hubungan organisatoris dengan kekuatanpartai
politik mana pun sebagai posisi objektif untuk

bersikap netralberjarak dan tidak mengimpitkan diri,

**Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, ..., h. 292
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5)

6)

7)

mendukung, dan bekerja sama secara politik dengan
organisasi politik tersebut.

Garis kebijakan yang memberi kebebasan kepada
anggotanya untuk aktif atau tidak aktif dalam partai
politik, serta untuk memilih atau tidak pilihan politik
sesuai dengan hak asasinya dengan ketentuan yang
digariskan perserikatan.

Pandangan teologis Muhammadiyah tentang politik
sebagai arena urusan duniawi” yang berlaku hukum
ijtihad dan kebijakan organisasi.

Peran-peran Muhammadiyah dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara sehingga kendati tidak
aktiftidak memilih perjuangan politik praktis, tetapi
proaktif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan
bernegara serta menentukan sikap tertentu terhadap
kebijakan-kebijakan negara sebagaimana layaknya
kekuatan masyarakat atau kelompok kepentingan
dalam sebuah negara yang demokratis dengan posisi
sebagai kekuatan moral keagamaan dan bukan

sebagai kekuatan politik.*’

*Nispul Khoiri: Pemikiran Politik Hukum Islam Muhammadiyah 179

Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 47, No. 1, Juni 2013 di
unduh pada tgl 30 januari 2019 15:06 http://pascasarjana.umy.ac.id/wp-
content/uploads/2016/02/ljtihad-Politik-Muhammadiyah.pdf


http://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Ijtihad-Politik-Muhammadiyah.pdf
http://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Ijtihad-Politik-Muhammadiyah.pdf
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C. Legalitas Muhammadiyah sebagai Badan Hukum di
Indonesia

Perjuangan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial
yang diakui secara sah sebagai badan hukum dicapai melalui
jalan yang berliku, dengan menempuh berbagai jalan melalui
strategi bertahap, mendapatkan bantuan dari berbagai pihak*. Ini
merupakan karna didirikannya Muhammadiyah sebagai
persyarikatan Islam yang di dirikan oleh K.H Ahmad Dahlan
pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18
November 1912 M*, pada masa Indonesia masih di jajah oleh
Hindia Belanda.

Muhammadiyah untuk bisa diakui sebagai organisasi yang
berbadan hukum oleh Pemerintahan Hindia Belanda, dengan
bantuan Budi Utomo Cabang Yogyakarta mengajukan
permohonan resmi kepada Pemerintahan Hindia Belanda agar
Muhammadiyah mendapat pengakuan sebagai organisasi yang
mempunyai kekuatan hukum pada tanggal 20 Desember 1912.%

Sebagai suatu organisasi sudah semestinya sewaktu akan
mencatatkan dirinya menjadi sebuah Badan Hukum terlebih
dahulu harus memenuhi berbagai persyaratan, antara lain mesti

harus ada statuten atau Anggaran Dasar Muhmmadiyah. Syarat

*Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 1 Abad
Muhammadiyabh,... h. 28

**Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 147

**Majelis Diktilitbang dan LPlI PP Muhammadiyah, 1 Abad
Muhammadiyabh,... h. 36
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adanya anggaran dasar ini telah dipenuhi, sekalipun dalam
realitasnya anggaran dasar Muhammadiyah masih sangat
sederhana™.

Usaha untuk mendapat pengakuan resmi ini tidak berjalan
lancar dan harus melalui proses yang panjang karena adanya
sikap hati-hati dari penguasa kolonialis maupun ketidakpahamann
serta kecurigaan beberapa elite agama lokal yang ikut dalam
proses penentuan pemberian izin ini.

Sesuai dengan Anggaran Dasar yang di ajukan kepada
pemerintah, aktivitas Muhammadiyah meliputi seluruh Pulau
Jawa dan Madura. Lingkup geografis ini dianggap oleh
Pemerintah Hindia Belanda terlalu luas sehingga Gubernur
Jendral Hindia Belanda meminta masukan dari berbagai pihak,
seperti Directeur van Justitie, Adviseur voor Indlandsche Zaken,
Residen Yogyakarta, dan Sri Sultan Hamengku Buwono.

Berdasarkan surat kepada Gubernur Jendral tanggal 21
April 1913 yang menyetujui pembentukan Muhammadiyah di
wilayah Yogyakarta, Residen Yogyakarta Liefrick juga
menyetujui  pembentukan Muhammadiyah dengan catatan
aktivitas organisasi tersebut meliputi Jawa dan Madura seperti
yang tercantum dalam rencana anggaran dasar, dibatasi hanya di
wilayah Residensi Yogyakarta. Saran yang hampir sama
disampaikan oleh Rinkes, Adviseur voor Inlandsche Zaken,

dalam suratnya kepada Gubernur Jendral tanggal 26 Januari

*!Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam,... h. 147
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1914. Selain itu, Rinkes menyarankan jika cabang-cabang baru
ingin didirikan diluar Residensi Yogyakarta, maka perlu diajukan
permohonan lagi.

Setelah menerima semua saran dan pertimbangan tadi,
Gubernur Jendral secara resmi meminta Muhammadiyah
mengganti kata “Jawa dan Madura” pada artikel 2, 4, dan 7
anggaran dasar menjadi “Residensi Yogyakarta”. Setelah
melakukan rapat anggota pada tanggal 15 Juni 1914, permintaan
perubahan itu dipenuhi oleh Muhamadiyah. Akhirnya
berdasarkan besluit Pemerintah Nomor 81 tanggal 22 Agustus
1914, Pemerintah Hindia Belanda mengakui Muhammadiyah
sebagai sebuah bada hukum yang melaksanakan kegiatan
dikalangan umat Islam di wilayah Residens Yogyakarta.*?

Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 telah
berstatus Badan Hukum. Dengan Badan Hukum tersebut
Persyarikatan Muhammadiyah selain memperoleh kepercayaan
dan pengakuan yang sah baik pada masa pemerintahan Kolonial
Belanda dan mada pendudukan Jepang maupun setelah Indonesia
merdeka dibawah Pemerintahan Republik Indonesia, sekaligus
memiliki landasan yuridis yang sangat untuk bergerak
menjalankan usahanya diberbagai bidang kehidupan.

Kedudukan =~ Muhammadiyah sebagai Badan Hukum
tersebut berlaku secara menyeluruh di lingkungan Persyarikatan,

termasuk bagi Aisyiyah organisasi otonom lainnya, amal usaha,

*’Majelis Diktilitbang dan LPlI PP Muhammadiyah, 1 Abad
Muhammadiyabh,... h. 37-38
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dan kelembagaan lainnya yang berada di bawah induk
Persyarikatan Muhammadiyah yang memerlukan payung hukum

resmi untuk berbagai kepentingan dan kegiatan.>®

. Komitmen Muhammadiyah terhadap Pancasila sebagai
Dasar Negara

Menurut Munir Mulkhan Sikap Muhammadiyah terhadap
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki
konsistensi yang sangat tinggi dalam penerimaannya dan
pengakuan kepada Pancasila, terutama hal ini ditunjukan oleh
sikap dan pandangan para tokoh Muhamamdiyah sepanjang
sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlibat secara langsung
dalam perumusan Pancasila (UUD1945); di antaranya adalah Ki
Bagus Hadikusumo, Ir. Soekarno, Mr. Kasman Singadimedia,
dan Kahar Muzakkir.**

Ki Bagus Hadikusumo sebagai salah satu tokoh yang
terlibat secara langsung dalam proses penyususan dan perumusan
Pancasila. Beberapa tahun setelah kemerdekaanKi Bagus
Hadikusumo dipercaya Muhammadiyah sebagai ketua HB ketika
itu.

Suatu saat seseorang mengajukan pertanyaan; mengapakKi

Bagus Hadikusumo menerima rumusan Pancasila yang

*3Surat-surat pengakuan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum
Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah Amal Usahanya (Yogyakarta
: Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2015), h. iii

*Syarif Hidayatullah, Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di
Indonesia,..., h. 138
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demikian?.Ki Bagus Hadikusumo menjawab bahwa sikapnya itu
didasarkan pada pandangan rumusan sila pertama Ketuhanan
Yang Maha Esa merupakan formulasi rumusan agidah tauhid
dalam konteks bangsa.

Sebagaimana pandangan pendahulunya yaitu Ki Bagus
Hadikusumo, Muhammadiyah memandang bahwa sila pertama
sebagai rumusan tauhid dalam konteks kebangsaan®. Pengakuan
Muhammadiyah tidak perlu diragukan lagi, Pancasila pernah
menjadi asas organisasi Muhammadiyah yang ditetapkan pada
Muktamar ke-41 yang kemudian pada muktamar ke-44
memutuskan untuk mengembalikan Islam sebagai asas
persyarikatan.

Keputusan penggantian dari asas Pancasila ke asas Islam
didasarkan pada pertimbangan untuk mengembalikan fungsi
Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sebagaimana hasil sidang istimewa MPR tahun 1998 yang salah
satu hasil ketetapannya adalah TAP MPR No. XVIII/MPR1998

yang menghendaki pengembalian fungsi Pancasila tersebut.

*Abdul Munir Mulkhan, Pemikiran K.H Ahmad Dahlan dan
Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial, ..., h. 91

¢Syarif Hidayatullah, Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di
Indonesia, ..., h. 142



BAB IV
KONSEP MUHAMMADIYAH TENTANG NEGARA
PANCASILA SEBAGAI DAR AL-‘AHDI
WA AL-SYAHADAH

A. Keputusan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila

sebagai Dar Al-‘Ahdi Wa Al-Syahadah

Muhammadiyah sebagai Organisasi yang sejak
kelahirannya hingga sekarang terus  konsisten mengusung
perbaikan bangsa menuju negara yang berkemajuan. Dalam
hubungannya dengan negara dan bangsa Indonesia,
Muhammadiyah  sebagai  organisasi  gerakan  dakwah
Islamamarma ruf nahi munkar adalah bagian integraldari bangsa
Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah akan berusaha untuk
senantiasa dengan segala kekuatan yang dimiliki untuk
membangun Indonesia sebagai komitmen ke Indonesian
dan sebagai wujud pengamalan agama Islam menurut paham
Muhammadiyah®.

Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus
1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah

kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila

'Dikdik Bachaqi Arif dan Syifa Siti Aulia, “Studi tentang negara
Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah untuk penguatan materi

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan,”
jurnal civicsvol. 14 No. 2 ( oktober 2017) Universitas Ahmad Dahlan, h. 208.
http://journal.uad.ac.id.index.php. jc, di unduh pada 27 sep. 2018, h. 208
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Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan
nilai-nilai ajaran Islam dan dapat diisi serta diaktualisasikan
menuju kehidupan yang dicita-citakan umat Islam yaitu Baldatun
Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur. Negara Pancasila yang
mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur sebagaimana
termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 itu dapat di
aktualisasikan sebagai Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur
yang berperikehidupan maju, adil, makmur, bermartabat, dan
berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT?.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah
ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen
bangsa. Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung
dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang menjadi rujukan
ideologis dalam kehidupan kebangsaan yang majemuk. Dengan
demikian dapat dinyatakan bahwa Pancasila itu Islami karena
substansi pada setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran
Islam. Dalam Pancasila terkandung ciri kelslaman dan ke
Indonesian yang memadukan nilai-nilai  ketuhanan dan
kemanusiaan (humanisme religius), hubungan individu dan

masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan

’Pimpinan Pusat Muhammadiyah “Negara Pancasila sebagai Dar
‘ahdi wa Syahadah”  disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47
Makassar 16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M, h. 12
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kemakmuran. Melalui proses integrasi kelslaman dan
keindonesiaan yang positif itu maka umat Islam Indonesia
sebagai kekuatan mayoritas dapat menjadi uswah hasanah dalam
membangun Negara Pancasila menuju cita-cita nasional yang
sejalan dengan idealisasi Baldatun Thayyibatun wa Rabbun
Ghafur®.

Komitmen kebangsaan Muhammadiyah di buktikan
dengan salah satu ijtihad Muhammadiyah untuk melakukan
perbaikan bangsa tentang Negara Pancasila sebagai Dar Al- ‘Ahdi
Wa Al-Syahadah. Konsep Negara Pancasila sebagai Dar Al- ‘4hdi
Wa Al-Syahadah di dasarkan pada pemikiran-pemikiran resmi
yang selama ini telah menjadi pedoman dan rujukan organisasi
seperti Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah,
Khittah ~ Muhammadiyah, = Kepribadian =~ Muhammadiyah,
Membangun Visi dan Karakter Bangsa, Indonesia Berkemajuan,
serta hasil Tanwir Muhammadiyah di Bandung tahun 2012 dan
Tanwir Samarinda tahun 2014°,

Dalam Tanwir Muhammadiyah tahun 2012 vyang
bertemakan “Untuk Pencerahan Dan Solusi Permasalahan
Bangsa”. Muhammadiyah merupakan bagian tak terpisahkan dari
komponen bangsa. Oleh karena itu, Muhammadiyah sangat peduli

atas tegaknya kedaulatan negara dan keutuhan bangsa yang

*Pimpinan Pusat Muhammadiyah “Negara Pancasila sebagai Dar
‘ahdi wa Syahadah” disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47
Makassar 16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M, h. 13

*Pimpinan Pusat Muhammadiyah “Negara Pancasila sebagai Dar
‘ahdi wa Syahadah” disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47
Makassar 16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M, h. iii
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nampaknya semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan menjadi negara
yang demokratis, berkemakmuran, berkeadilan, berkemajuan, dan
bermartabat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Tanwir
Muhammadiyah 2012 Bandung menyatakan pokok-pokok pikiran
salah satunya adalah tentang Dasar negara Pancasila”.

Pancasila merupakan rahmat Allah untuk bangsa
Indonesia sebagai dasar untuk memajukan dan membangun
Indonesia yang merdeka dan berkemajuan. Namun, nilai-nilai
Pancasila belum diimplementasikan secara sungguh-sungguh
dalam penyelenggaraan negara dan bermasyarakat. Hal ini antara
lain terlihat dari, maraknya praktek-praktek korupsi, belum
terwujudnya pemerataan atas hasil pembangunan nasional, serta
tingginya angka kemiskinan.

Muhammadiyah menegaskan sikap dan pandangan bahwa
Pancasila merupakan konsensus nasional terbaik untuk bangsa
yang majemuk untuk mencapai cita-cita nasional yang harus diisi
dengan persaingan secara sehat (fastabiqul khairat). Indonesia
yang berdasarkan Pancasila merupakan negara perjanjian atau
kesepakatan (Darul ‘Ahdi), negara kesaksian atau pembuktian
(Darus Syahadah), dan negara yang aman dan damai
(Darussalam)®.

Pada Tanwir 2012 dan 2014 telah disampaikan terjadinya

perubahan mendasar dalam Dberbagai aspek kehidupan

*http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-pernyataan-349.html
di unduh pada tanggal 04 Maret 2019 pukul 14:12

®http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-pernyataan-349.html
di unduh pada tanggal 04 Maret 2019 pukul 14:12


http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-pernyataan-349.html
http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-pernyataan-349.html
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kebangsaan Indonesia. Perubahan itu kini semakin menyata dan
membawa dampak sistemik ke dalam kehidupan bangsa,
termasuk di dalamnya umat Islam. Tentu perubahan itu
berdimensi positif dan negatif sekaligus. Dimensi positif ditandai
oleh antara lain relatif meningkatnya tarap kesejahteraan
masyarakat terutama kelas menengah (bahkan terjadi ledakan
kelas menengah atau middle class booming), semakin terbukanya
masyarakat ke-pada akses informasi dan ilmu pengetahuan, dan
semakin terbukanya ruang kebebasan berekspresi bagi
masyarakat. Namun, hal-hal demikian bukan tanpa sisi negatif,
selain dampak negatif dari arus liberalisasi politik, ekonomi, dan
budaya yang melanda bangsa sebelumnya’.

Era reformasi, yang mendorong arus liberalisasi, juga
membawa kecenderungan-kecenderungan lain yang berdampak
pada peran organi-sasi masyarakat, antara lain: Pertama,
menguatnya kecenderungan hidup individualistik, materialistik,
dan hedonistik dalam masyarakat, yang tentu merupakan
tantangan dakwah dan kendala besar bagi perwujudan masyarakat
Islam yang sebenarnya-benarnya. Kedua, tumbuhnya
perekonomian nasional yang memuncul kan kekuatan ekonomi
baru, yang walaupun minoritas tapi menguasai mayoritas aset
ekonomi. Sebagai akibatnya, merajalela kekuatan uang yang

mendorong pemilik modal memasuki dunia politik. Politik uang

Din  Syamsudin “Pidato Iftitah Gerakan Pencerahan Menuju
Indonesia Refleksi, Proyeksi dan Rekomendasi” Disampaikan pada Muktamar
ke-47 Makassar 16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M, h. 9
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ini membawa daya rusak kuat terhadap kualitas demokrasi dan
potensial mendorong demoralisasi rakyat. Ketiga, sebagai akibat
amandemen konstitusi yang antara lain memberi kewenangan
besar bagi partai-partai politik untuk menentukan keputusan
politik strategis, maka proses politik dimonopoli oleh partai-
partai  politik. Sebagai akibatnya, organisasi-organisasi
masyarakat yang memiliki anggota acapkali terseret kepada
kepentingan partai-partai politik, menjadi subordinat partai
politik atau menjadi pelengkap penyerta, kalau tidak pelengkap
penderita, dalam kehidupan politik®.

Berbagai tantangan yang dihadapi itu yang kemudian
Muhammadiyah ~ mencoba  mencari  jawaban  dengan
mengeluarkan sebuah Keputusan Muhammadiyah tentang Negara
Pancasila sebagai Dar Al-‘Ahdi Wa Al-Syahadah yang
diselesaikan dan memperoleh pengesahan dalam sidang Pleno
Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 16 Juni 2015 di Jakarta.
Kemudian setelah memperoleh perbaikan dan penyempurnaan
oleh panita Muktamar, maka draf materi tersebut dipresentasikan
dan memperoleh persetujuan dalam Muktamar ke-47 pada
tanggal 18-22 Syawwal 1436 H bertepatan 3-7 Agustus 2015 M

di Makassar®.

®Din Syamsudin “Pidato Iftitah Gerakan Pencerahan Menuju
Indonesia Refleksi, Proyeksi dan Rekomendasi” Disampaikan pada Muktamar
ke-47 Makassar 16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M, h.11

®Pimpinan Pusat Muhammadiyah “Negara Pancasila sebagai Dar
‘ahdi wa Syahadah” disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47
Makassar 16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M, h. iii
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Dalam pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 pada
3 Agustus 2015 lalu di Makassar, Din menjelaskan bagaimana
peran kebangsaan Muhammadiyah selama ini. Sekaligus juga
menjelaskan integrasi antara visi Islam Berkemajuan dan ke-
Indonesiaan. Dalam hal ini Prof. Din Syamsuddin
menggunakan tema “Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah” sebagai
pernyataan  atas Negara Pancasila, yang artinya Negara
Pancasila adalah negara kesepakatan dan negara kesaksian.

Din Syamsuddin dalam pidatonya pada Muktamar ke-47
di makasar mengungkapakan.

“dengan tema Muktamar ini, Muhammadiyah ingin
mengukuhkan sikap dan pandangan dan komitmen terhadap
Indonesia  tercinta, negara yang ikut didirikan oleh
Muhammadiyah dan bahkan Muhammadiyah terlibat bahkan jauh
sebelum negara ini hadir,... inilah komitmen Muhammadiyah
kepada negara bangsa, negara pancasila yang kita cintai ini. Yang
dalam Muktamar ini ingin kita kukuhkan lagi, Negara Pancasila
sebagai Déar Al -Ahdi Wa Al Syahadah, negara kesepakatan dan
negara kesaksian. Dalam arti bahwa Muhammadiyah memiliki
komitmen tinggi dengan negara pancasila untuk mencapai cita-
cita nasional yang telah diletakkan oleh pendiri bangsa ini.”

Kata “inilah komitmen Muhammadiyah” pada pidato
tersebut dijadikan konjungsi yang membentuk sebab akibat.
Bentuk dan susunan kata semacam itu memberi kesan positif
bahwa Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam yang turut
berjuang demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan

menentang siapa saja yang ingin membubarkan NKRI.

Lihat pidato pembukaan Muktamar oleh Din Syamsuddin dalam
Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, hal 138
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Tidak mengherankan kiranya jika kembali melihat
bagaimana peran Muhammadiyah dalam histori kemerdekaan
Indonesia. Tiga tokoh penting Muhammadiyah seperti Ki
Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Mudzakir dan Kasman
Singodimedjo bersama parah tokoh bangsa lainnya telah
berperan aktif dalam Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia, untuk merumuskan prinsip dan bangunan dasar
negara Indonesia. Ketiga tokoh tersebut kita ketahui bahwa
mereka turut bersama tokoh lainnya dalam merumuskan dan
menandatangani lahirnya Piagam Jakarta yang menjiwai
Pembukaan UUD 1945.

Bagi Muhammadiyah, sesuai keputusan Muktamar ke-47
tahun 2015, Negara Pancasila tidak hanya ideal dan Islami, tetapi
juga merupakan Dar Al-‘Ahdi Wa Al-Syahadah'. Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang di proklamasikan pada 17
Agustus 1945 merupakan Konsensus nasional (Dar Al-‘Ahdi)
yang mengikat seluruh komponen bangsa sekaligus bukti sebagai
kekuatan perekat, pemersatu, dan pembangun bangsa (Darusy
Al-Syahadah)*® , dan juga sebagai rumah bagi seluruh warga
negara dan tempat untuk berkhidmat dan membuktikan diri

bahwa pancasila dan ajaran Islam, Indonesia akan mampu

1ABD. Rohim Ghazali, Dedi Warman, Edi Sukardi dll, Dar Al- ‘4hdi
Wa Al-Syahadah, ..., h. 11

12ABD. Rohim Ghazali, Dedi Warman, Edi Sukardi dll, Dar Al- ‘4hdi
Wa Al-Syahadah, ..., h. 17
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mewujudkan cita-citanya sebagai negara bersatu, mandiri,

berdaulat, adil dan makmur®®,

Istilah Dar Al-‘Ahdi yang digunakan Muhammadiyah
untuk menyebut Indonesia sebagai Negara Pancasila sebagai Dar
Al-‘AhdiWa  Al-Syahadah, orang sering mempermasalahkan
hubungannya dengan Teori Bentuk Negara zaman Klasik Darul
Islam, Darul Harb dan Darul Ahdi, yang kemudian di jawab oleh
ketua umum pusat Muhammadiyah Din Syamsudin periode
(2010-2015) bahwa, “Kalangan cendikiawan Muslim memang
banyak yang membicarakan positioning Negara Islam atau darul
Islam dalam kontesk kehidupan global. Darul Islam tersebut kini
sudah tidak relevan lagi karena negara Indonesia sudah
menjalin kesepakatan yang bersifat global dengan adanya
perserikatan ~ Bangsa-bangsa (PBB) sebagai lembaga
Internasional yang salah satu tujuan utamanya membangun
hubungan damai dan kerjasama anatara negara-negara di

dunia®*,

Sedangkan Darul Ahdi yang dimaksudkan oleh
Muhammadiyah adalah untuk memberi lebel hubungan umat
Islam sebagai suatu komunitas yang berkaitan dengan kelompok-
kelompok lainnya. Hubungan ini bersifat bilateral dengan
pengertian adanya kesepakatan di antara kelompok, yakni
selurun elemen masyarakat Indonesia untuk menyepakati
terbentuknya sebuah negara. Berbeda halnya dengan teori Darul

Ahdi zaman klasik®.

BABD. Rohim Ghazali, Dedi Warman, Edi Sukardi dll, Dar Al- ‘4hdi
Wa Al-Syahadah,... , h. 11

YDin Syamsudin, “Pancasila adalah kontribusi Umat Islam™, Suara
Muhammadiyah edisi 101, 16-31 Juli 2016, hal . 14

YDin Syamsudin, “Pancasila adalah kontribusi Umat Islam”, Suara
Muhammadiyah edisi 101, 16-31 Juli 2016, hal . 14
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Pemikiran tentang Negara Pancasila itu dimaksudkan
untuk menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan
bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara secara kontekstual berdasarkan
pandangan Islam berkemajuan yang selama ini menjadi
perspektif kelslaman Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah
pada khususnya dan umat Islam pada umumnya sebagai
kekuatan mayoritas diharapkan mampu mengisi dan membangun
Negara Pancasila yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945,

Keputusan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila
sebagai Dar Al-ahdi Wa al-Syahadah pada muktamar ke-47 di
Makassar merupakan proses panjang sejak dari tanwir 2012 dan
2014 sampai akhirnya memperoleh persetujuan pada Muktamar
2015.

. Landasan Filosofis Muhammadiyah Menetapkan Negara
Pancasila sebagai Dar Al-‘4hdi Wa Al-Syahadah
Muhammadiyah sebagai salah satu Ormas Islam yang
lahir sebelum Indonesia merdeka 1945 telah mencapai usia
setengah abad telah melewati berbagai fase zaman yang sarat

dinamika.

®pimpinan Pusat Muhammadiyah “Negara Pancasila sebagai Dar
‘ahdi wa Syahadah” disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47
Makassar 16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M, h. iii
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Di era kolonial Muhammadiyah berperan dalam
pergerakan kebangkitan kebangsaan menuju kemerdekaan
Indonesia. Menjelang dan pada awal kemerdekaan,
Muhammadiyah berperan aktif dalam meletakkan fondasi negara-
bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pada masa
Orde Lama Muhammadiyah istigamah dalam menegakkan
Negara Republik Indonesia agar tetap berada dalam koridor
konstitusi dan cita-cita kemerdekaan, disertai usaha-usaha
modernisasi sosial untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di era Orde Baru, Muhammadiyah terus berkiprah dengan
kerja-kerja kemasyarakatan untuk memajukan kehidupan bangsa,
disertai sikap hikmah dalam menghadapi situasi politik nasional.
Pada era Reformasi, Muhammadiyah menjadi pilar penting
masyarakat madani (civil society) dan memelopori era baru
Indonesia yang Demokratis®’.

Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan dakwah Islam
amar ma’ruf nahyi munkar adalah bagian integral dari bangsa
Indonesia. Ketika menyampaikan Pidato Milad Muhammadiyah
ke-104 H/101 M, Haedar Nashir, Ketua Umum PP
Muhammadiyah menyebut bahwa kiprah Muhammadiyah telah
diakui oleh pemerintah RI, (salah satunya) dengan penetapan KH

Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.

YPimpinan  Pusat  Muhammadiyah, “Pernyataan  Pikiran
Muhammadiyah Abad kedua Zhawahir Al-Afkar Al-Muhammadiyyah Li Al-
Qarni Al-Tsdani “, Keputusan Muktamar satu Abad Muhammadiyah

(Muktamar Muhammadiyah ke-46) Yogyakarta 20-25 Rajab 1431 H/ 3-8 Juli
2010
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Karena itu, Muhammadiyah senantiasa berusaha dengan
segala kekuatan yang dimiliki untuk membangun Indonesia
sebagai komitmen kelndonesian dan sebagai wujud pengamalan
agama Islam menurut paham Muhammadiyah.®.

Dalam pidato  Muktamar ke-47 ketua umum
Muhamammadiyah menegaskan bahwa sudah saatnya bagi
Muhammadiyah untuk merealisasikan Visi Islam berkemajuan
sebagai jalanuntuk mewujudkan Indonesia Berkemajuan. Visi
Islam berkemajuan bukanlah hal baru melainkan kelanjutan dari
apa yang di gagas oleh K.H Ahmad Dahlan.

Pandangan tentang Negara Pancasila sebagai darul ahdi
wa syahadah, berangkat dari tiga latar belakang utama. Pertama,
adanya kelompok-kelompok atau beberapa elemen masyarakat,
terutama masyarakat muslim yang masih mempersoalkan relasi
antara Islam dengan negara, dan mempersoalkan negara
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kedua, adanya realitas
bahwa sebagai bangsa ini secara ideologis belum merumuskan
dengan sangat eksplisit dan membuat satu penjelasan akademik
mengenai negara Pancasila itu. Ketiga, ada sebuah realitas
dimana masyarakat Islam dianggap sebagai ancaman terhadap

negara Pancasila itu®.

¥DikdikBaehaqiArif, “Negara Persaksian da nKesaksian”
Disampaikan pada sosialisasi Empat Pilar MPR, diselenggarakan atas
kerjasama lkatan Alumni PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Dewan
Perwakilan Republik Indonesia, dan Program Studi PPKn FKIP Universitas
Ahmad Dahlan, sabtu, 8 September 2018 di Auditorium Kampus Il UAD, h. 3

YAbdul Mu’ti, “Masihperlu Road Map Mengisi Negara Pancasila”
SuaraMuhammadiyah, Edisi100, 16-31 Oktober 2015, h. 28.
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Saat ini bangsa indonesiadapat dikatakan kembali berada
disimpang jalan ideologi, walau tidak sekeraspada masa awal
kemerdekaan pertarungan antara ideologi itunyata terasa kembali
hadir di republik ini.Pada satu satu sisi, sekelompok orang mulai
bergeriliya memasarkan sekularisme di Indonesia ingin
mengenyahkan agama dari seluruh sendi kenegaraan. Menggugat
seluruh norma agama yang sudah melekat dan menjadi jati diri
dan budaya bangsa.

Atas nama HAM, demokrasi, dan kebebasan berpendapat
sudah ada sekelompok orang yang berani dan terang-terangan
meminta pelegalan hubungan sejenis. Ada yang sekedar
mendukung  secara  terang-terangan  ataupun malah
mendeklarasikan diri sebagai kaum LGBT. Mereka menuntut
negara melegalkan para praktik menyimpang yang telah dikutuk
oleh seluruh ajaran agama di dunia.

Ada pula kelompok yang bergeriliya mendesakkan paham
liberalisme dalam perpolitikan dan ekonomi bangsa. Mensponsori
aneka perundang-undangan yang hanya menguntungkan sebagian
kecil kelompok masyarakat bahkan membuka celah kepada pihak
asing untuk menguasai semua sumber daya negara®.

Atas nama pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang
entah akan dinikmati oleh siapa, rakyat kecil banyak yang
tergerus dan terpinggirkan. Terusir daritanah warisan yang tiba-

tiba dinyatakan sebagai tanah ilegal oleh suatu pemda.

“Isma, “Mengisi tafsir Pancasila”, Suara Muhammadiyah edisi 101,
16-31 Juli 2016, h 6
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Pemerintah tidak lagi menjadi penguasa yang telah terbeli oleh
para cukong yang dulu mensponsori.

Ada pula kelompok agama yang belum bisa bercerai
dengan masa lalu, yang masih menganggap dirinya sekedar
menumpang di negeri sendiri. Sehingga selalu merasa dirinya
terjajah dan tertipu. Menganggap pemerintahan sebagai taghut
yang harus selalu di musuhi mereka ini selalu ingin menjadikan
Islam sebagai dasar negara. Mewajibkan syariat Islam secara
kaffah diterapkan di Indonesia.

Memang, gerakan reformis yang dilokomotifi Amien Rais
18 tahun yang lalu, yang menumbangkan segala keangkuhan
negara era orde baru memang menyemaikan semua idiologi lama
dan juga idiologi baru.Termasuk idiologi anti tuhan yang
berlambangkan palu arit. Idiologi besar dunia yang telah
mengalami kebangkrutan total, yang dinegara asalnya hanya
tersisa lambangnya sebagai sovenir para turis.

Hari ini, semua idiologi itu kembali bangkit dan terus
bergerilya termasuk lewat saluran saluran politik resmi di negeri
ini. Lewat partai politik ataupun menjadi cukong tokoh
independen yang bertarung memperebutkan kursi penguasa
daerah lewat apapun dan siapaun yang bisa dibeli ataupun
sekedar dikadali*,

Bangsa Indonesia saat ini telah mengalami perubahan

yang sangat mendasar dari berbagai aspek kehidupan kebangsaan

“sma, “Mengisi tafsir Pancasila”, Suara Muhammadiyah edisi 101,
16-31 Juli 2016, h 6
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Indonesia. Perubahan itu semakin nyata dan membawa dampak
sistemik ke dalam kehidupan bangsa, termasuk di dalamnya umat
Islam.

Pada Tanwir 2012 dan 21014 telah disampaikan
terjadinya perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan
kebangsaan Indonesia. Perubahan itu kini semakin menyata dan
membawa dampak sistemik ke dalam kehidupan bangsa,
termasuk di dalamnya umat Islam. Tentu perubahan itu
berdimensi positif dan negatif sekaligus. Dimensi positif ditandai
oleh antara lain relatif meningkatnya tarap kesejahteraan
masyarakat terutama kelas menengah (bahkan terjadi ledakan
kelas me-nengah atau middle class booming), semakin
terbukanya masyarakat ke-pada akses informasi dan ilmu
pengetahuan, dan semakin terbukanya ruang kebebasan
berekspresi bagi masyarakat. Namun, hal-hal demikian bukan
tanpa sisi negatif, selain dampak negatif dari arus liberalisasi
politik, ekonomi, dan budaya yang melanda bangsa sebelumnya?

Dalam perspektif politik, banyak tantangan yang di hadapi
mulai dari maraknya fenomena politik yang mengabaikan etika,
disertai dengan semangat pragmatisme yang menonjol.
Kepentingan politik jangka pendek lebih dikedepankan
ketimbang kepentingan jangka panjang, terutama Yyang

menyangkut keberlangsungan hidup bersama dalam sebuah

2Din Syamsudin “Pidato Iftitah Gerakan Pencerahan Menuju
Indonesia Refleksi, Proyeksi dan Rekomendasi” Disampaikan pada Muktamar
ke-47 Makassar 16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M, h. 9
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negara yang maju, adil dan bermartabat. Idiologi dan agama
sekedar menjadi jargon yang dijual untuk kepentingan meraih
kekuasaan?.

Dalam perspektif sosial, tantangan yang dihadapi karna
perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin
maju dan berkembang problem yang dihadapi juga akan semakin
kompleks.?* Dalam Perspektif Ekonomi. Sejatinya kebijakan
ekonomi harus “disusun” sesuai makna demokrasi ekonomi.
Secara imperatif, negara harus menyusun mendesain sistem
kelembagaan®.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, upaya
mewujudkan Negara Pancasila sebagai Dar Ahdi Wa Syahadah
penting dilakukan mengingat munculnya sejumlah fenomena
politik, sosial, ekonomi dan lain-lain

Terkait dengan berbagai realitas inilah kemudian
Muhammadiyah perlu membuat suatu pernyataan bahwa secara
organisasi Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai bentuk
ideal, baik yang bersifat filosofi maupun ideologis. Bahkan juga
secara konstitusional dalam hal berbangsa dan bernegara.

Darul Ahdi adalah negara yang ditegakkan dan dibangun

atas dasar perjanjian atau kesepakatan diantara seluruh rakyat

ZABD. Rohim Ghazali, Dedi Warman, Edi Sukardi dll,. Darul-Ahdi
Wasy-Syahadah,..., h. 53

2AABD. Rohim Ghazali, Dedi Warman, Edi Sukardi dll,. Darul-Ahdi
Wasy-Syahadah,..., h. 77

ABD. Rohim Ghazali, Dedi Warman, Edi Sukardi dll,. Darul-Ahdi
Wasy-Syahadah,..., h. 140
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warga negara Kesepakatan atau perjanjian ini bersifat politis
karena ia berhubungan dengan kehidupan bernegara.
Muhammadiyah menegaskan bahwa adanya negara Pancasila itu
merupakan satu produk dari kesepakatan atau satu kompromi dari
para tokoh pendiri bangsa Sehingga adanya Indonesia ini
merupakan satu hasil dari gentlemen agreemant dari para pendiri
bangsa, terutama mereka yang secara langsung terlibat dalam
proses-proses penyusunan dasar negara dan undang undang dasar,
baik dalam lembaga BPUPKI maupun lembaga PPKI.
Kesepakatan itulah yang melahirkan Indonesia seperti sekarang
ini®°,

Sedangkan konsep darus syahadah (negara persaksian)
lahir dari pemikiran bahwa umat Islam bertanggung jawab
dengan argumen-argumen termasuk teologis yaitu tentang
“kesaksian”, terutama sebagai ummatan wasathan (umat
tengahan). Menurut Syamsuddin  (2017), ada perintah
wakadzalikaja’alnaakum ~ ummatan  wasathan” ada frasa
“litakuunu  syuhada” (agar kamu menjadi saksi-saksi). Dalam
Istilah Syamsuddin , perintah itu dimaknai sebagai agar kamu
menampilkan  “syahadat kebudayaan” selain  ‘“syahadat
keyakinan”. Lebih lanjut Syamsuddin menegaskan bahwa selain

syahadat keyakinan, Kkita memiliki syahadat kebudayaan,

%®Dikdik Baehaqi Arif, “Negara Persaksian da nKesaksian”
Di sampai kan pada sosialisasi Empat Pilar MPR, di selenggarakan atas
kerjasama lkatan Alumni PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Dewan
Perwakilan Republik Indonesia, dan Program Studi PPKn FKIP Universitas
Ahmad Dahlan, sabtu, 8 September 2018 di Auditorium Kampus Il UAD, h. 4
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syahadat peradaban, serta syahadat kebangsaan, yaitu kita punya
tanggung jawab utuk menjadi syahid-syahid atau syuhada sebagai
ummatan wasathan kepada manusia (secara khusus manusia
indonesia)®’.

Secara rinci, Mu’ti memahami darus syahadah dalam tiga
pandangan?.

Pertama, Muhammadiyah dengan karakteristiknya yang
ada berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai uswah atau
sebagai model yang bisa menjadi referensi bagi masyarakat.
Dengan penegasan Indonesia sebagai Darus Syahadah atau
negara yang disaksikan, Muhammadiyah ingin menunjukkan
bahwa denganajaran Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah
bisa menggiringnya ke dalam negara Indonesia yang
berkemajuan. Islam merupakan faktor determinan yang
menentukan karakter ke-Indonesiaan, karena mayoritas bangsa
Indonesia ini adalah umat Islam®.

Kedua, bahwa karakter umat Islam dan aktivitas dari
ormas-ormas Islam itu ditentukan oleh bagaimanamereka
memahami ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, maka

langkah awal untuk menjadikan Indonesia itu sebagai Darus

'Dikdik Baehaqi Arif, “Negara Persaksian da nKesaksian”
Di sampai kan pada sosialisasi Empat Pilar MPR, di selenggarakan atas
kerjasama lkatan Alumni PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Dewan
Perwakilan Republik Indonesia, dan Program Studi PPKn FKIP Universitas
Ahmad Dahlan, sabtu, 8 September 2018 di Auditorium Kampus Il UAD, h. 4

2 Abdul Mu’ti, “Masihperlu Road Map Mengisi Negara Pancasila”

SuaraMuhammadiyah, Edisi 100, 16-31 Oktober 2015, h. 29.

#Abdul Mu’ti, “Masihperlu Road Map Mengisi Negara
Pancasila” SuaraMuhammadiyah, Edisi 100, 16-31 Oktober 2015, h. 29
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Syahadah dimulai dari upaya membangun mindset berpikir yang
berkemajuan. Mindset itu akan sangat berpengarauh pada
karakter kepribadian yang berkemajuan, yang secara kultural
akan memiliki implikasi sosiologis yang luas terhadap
terbentuknya  komunitas di tengah  masyarakat yang
berkemajuan®.

Ketiga, selain selain yang sifatnya kultural,
Muhammadiyah juga ingin terlibat dalam proses-prosesyang
bekaitan dengan penyusunan undang-undang atau pelaksanaan
dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang
berhubungan dengan tata kelola penyelenggaraan negara maupun
yang berhubungan dengan pembangunan moral atau karakter
bangsa®.

Dalam Negara Pancasila sebagai Darus Syahadah, umat
Islam harus siap bersaing (fastabiqul khairat) untuk mengisi dan
memajukan kehidupan bangsa dengan segenap kreasi dan inovasi
yang terbaik. Serta harus turut serta dalam konstestasi tafsir,
harus berani mengajukan tafsirnya terhadap pancasila. Dengan
turut bersiap menghadapi kontestasi tafsir ini. Menjadi
perwujudan dari kepentingan Darus Syahadah atau dalam rangka

mengisi negara ini setelah adanya kesepakatan®.

%Abdul Mu’ti, “Masihperlu Road Map Mengisi Negara
Pancasila” SuaraMuhammadiyah, Edisi 100, 16-31 Oktober 2015, h. 29
1 Abdul Mu’ti, “Masihperlu Road Map Mengisi Negara Pancasila”
SuaraMuhammadiyah, Edisi 100, 16-31 Oktober 2015, h. 29.
*2Din Syamsudin, “Pancasila adalah kontribusi Umat Islam”, Suara
Muhammadiyah edisi 101, 16-31 Juli 2016, h. 15
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Untuk menjaga komitmen dari Muhammadiyah itu, maka
Muhammadiyah terlibat di dalam proses-proses yang berkaitan
dengan bagaimana membangun Indonesia ini, bagaimana
memajukan bangsa ini. Langkah tersebut bisa dalam bentuk peran
serta yang bersifat parisipatif melalui kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan oleh Muhammadiyah, baik melalui amal-amal
usaha yang dimiliki maupun dalam bentuk keterlibatan para kader
maupun tokoh Muhammadiyah dalam pengambilan keputusan
keputusan organisasi maupun dalam hal-hal yang bersifat sosial

kemasyarakatan.

. Bentuk Upaya Muhammadiyah dalam melaksanakan Ijtihad
Politik

Dalam fase abad kedua, Muhamammadiyah mengaku
akan senantiasa aktif menjalankan Ijtihad politik sebagai
aktualisasi dakwah dan tajdid pencerahan dengan melakukan
peran-peran Kkonstruktif dalam meluruskan Kkiblat bangsa.
Jihad konstitusi yang selama ini dilakukan Muhammadiyah
merupakan bagian dari jihad kebangsaan agar segala kebijakan
negara dengan seluruh instrumennya benar-benar sejalan dengan
jiwa, pemikiran, filosofi dan cita-cita nasional sebagaimana
diletakkan oleh para pendiri bangsa®.

Muhammadiyah senantiasa mengutamakan kepentingan

dan kemajuan bangsa diatas segalanya serta membawa misi

$Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, hal 72
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kebangsaan agar Indonesia dibangun secara bertanggungjawab
dan tidak boleh ada kebijakan-kebijakan maupun tindakan-
tindakan yang membawa kerusakan di dalamnya. Melalui
berbagai amal usaha, serta bekerjasama dengan pemerintah
dan seluruh komponen bangsa, kiprah nyata Muhammadiyah
harusnya akan sejalan dengan Khittah dan Kepribadiannya
menuju Indonesia Berkemajuan.

ljtihad Politik Muhammadiyah sudah dilakukan sejak
Indonesia belum merdeka atau pada masa awal kehadiran
Muhammadiyah. Kontribusi persyarikatan ini mempunyai sifat
kontinuitas, yaitu kemampuan untuk selalu memberikan peran
kesejarahan yang bersifat futuristik tidak saja bagi dirinya
sendiri namun juga bagi lingkungannya yang lebih luas.Peran
kesejarahan tersebut berarti bahwa Muhammadiyah selalu
memberikan torehan tinta penting dalam setiap  episode
perjalanan bangsa dan negara. Dalam kurun waktu sejak
berdirinya hingga sekarang Muhammadiyah sudah melewati
banyak Era sejarah, Kolonial, kemerdekaan, orde lama, orde
baru, reformasi dan pasca reformasi.

Memasuki era reformasi Muhammadiyah mencoba untuk
menjawab tantangan  dunia yang bergerak secara dinamis
khususnya Indonesia. Agar Indonesia mampu menjawab
tantangan dunia tanpa kehilangan identitasnya sebagai Negara

Pancasila.
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Muhammadiyah melalui muktamar ke-47 tahun 2015 di
Makassar telah memutuskan dokumen penting tentang “Negara
Pancasila Dar al-‘Ahdi wa as-syahadah”. Dokumen resmi
tersebut cukup mendasar karena mengandung pandangan dan
sikap Muhammadiyah tentang keberadaan dan posisi Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang
disebutkan sebagai “Dar al-Ahdi” dan “Dar al-Syahadah™*.

Jika dicermati Pemikiran Muhammadiyah tentang Negara
Pancasila tersebut sebenarnya merupakan suatu “Ijtihad Politik”
dari gerakan Islam ini sebagai perwujudan dari pandangan Islam
berkemajuan yang menjadi alam pikiran utamanya. Lebih khusus
lagi dapat dikatakan sebagai wujud “Figh Siyasah Baru” dari
Muhammadiyah dalam menghadapi situasi negara Indonesia di
mana para tokoh Muhammadiyah ikut mendirikannya™®.

Istilah Dar al-‘Ahdi wa as-syahadahitu merupakan hasil
dari pemikiran Muhammadiyah untuk menyebut negara Indonesia
itu sebenarnya adalah negara Islam karna mayoritas penduduknya
Muslim dan berjalan syariat Islam bagi penduduk muslim.Tapi
harus diakui sampai saat ini sebagian umat Islam masih ada yang
mencita-citakan dan ingin memperjuangkan terwujudnya negara
Islam secara formal seperti membentuk kekhalifahan Islam.
Paham tentang negara Islam atau kekhalifahan Islam secara

formal tidaklah salah karena dalam sejarah Islam terdapat praktik

**Haedar Nashir, “ ljtihad dan Figh Siyasah Baru”, Suara
Muhammadiyah, Edisi 101, 16-31 Juli 2016, h. 16
®Haedar Nashir, “ ljtihad dan Figh Siyasah Baru”, Suara

Muhammadiyah, Edisi 101, 16-31 Juli 2016, h. 16
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sistem politik Islam seperti itu baik di zaman empat khalifah
maupun sesudahnya. Di era modern pun terdapat praktik negara
Islam seperti Pakistan, Arab Saudi, Iran dan negara-negara Islam
lainnya™.

Jika ingin mendirikan negara Islam atau kekhalifahan di
negara yang masih kosong atau netral dan terbuka, hal itu
tidaklah salah dan merupakan perjuangan politik yang benar
adanya. Namun ketika cita-cita dan perjuangan atau pergerakan
mendirikan negara atau kekhalifahan dilakukan di Indonesia
maka hal tersebut menjadi masalah. Pertama , Negara Indonesia
telah secara sah dan konstitusional memiliki dasar negara resmi
Pancasila sekali kesepakatan itu diubah akan menjadi masalah
besar. Kedua, pengamalan Dar al-Islam di masa lalu memberi
contoh sejarah yang faktual betapa peristiwa itu telah
menimbulkan perang saudara dan dampak traumatiknya terasa
hingga saat ini. Ketiga, bentuk negara Islam dalam fakta sejarah
tidaklah tunggal, sehinga dapat beragam jenis dan model yang
penting muatan isi dan tujuannya®’.

Penyebutan Muhammadiyah Indonesia sebagai Dar Al-
‘ahdi wa As-syahadah merupakan hasil dari Ijtihad politik
Kolektif yang ditetapkan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47

di Makassar. Penerimaan Pancasila sebagai falsafah dan dasar

*®*Haedar Nashir, “ ljtihad dan Figh Siyasah Baru”, Suara
Muhammadiyah, Edisi 101, 16-31 Juli 2016, h. 17
%'Haedar Nashir, “ ljtihad dan Figh Siyasah Baru”, Suara

Muhammadiyah, Edisi 101, 16-31 Juli 2016, h. 17
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negara bagi sebuah negara baru bernama Indonesia memunculkan
tafsir baru bahwa wilayah ini adalah wilayah perjanjian.

Dalam pandangan Din Syamsuddin , “bisa dikatakan,
NKRI adalah negara perjanjian atau abode of concensus...”.
Komitmen kebangsaan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila
sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah telah secara tegas disusun dan
dibahas dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar
tahun 2015 yang lalu. Keputusan Muktamar yang tertuang dalam
Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tersebut
kini diterbitkan dalam bentuk buku bertajuk ‘“Negara Pancasila
sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah” yang diterbitkan Penerbit
Suara Muhammadiyah pada tahun 2015%.

Kemajemukan Indonesia yang hidup dalam pluralitas dan

multi kultural dari segietnis, agama, suku bangsa, ras budaya, dan
golongan yang di dalamnya terkandung sejuta aspirasi,
pemikiran, sikap, dan orientasi itu tidak mengakibatka
nperpecahan. Maka dikenalah slogan Bhineka Tunggal Ika.
Perbedaan itu tidak menjadi penghalang terwujdunya kedamaian
ketentraman antar warga negara .Masing-masing penganut agama
satu sama lain dapat menunjukan sikap toleransi dan saling
menghargai. Hal tersebut karna Pancasila mampu menyatukan
kesatuan bangsa dan mengikat bangsa ini dan menjadi
kesepakatan sosial atau adanya kontrak sosial maka wajarlah jika

negara Pancasila ini disebut sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah.

®Dikdik Baehaqi Arif, “Negara Persaksian da nKesaksian”
Di sampai kan pada sosialisasi Empat Pilar MPR, di selenggarakan atas
kerjasama lkatan Alumni PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Dewan
Perwakilan Republik Indonesia, dan Program Studi PPKn FKIP Universitas
Ahmad Dahlan, sabtu, 8 September 2018 di Auditorium Kampus Il UAD, h. 3



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapatlah
diambil kesimpulan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Konsep muhammadiyah tentang Nagara Pancasila sebagai
Dar al-Ahdi Wa as-Syahadah Merupakan hasil dari Muktamar
Muhammadiyah yang ke-47 di makassar. Dimana konsep itu
sabagai rujukan kader Muhammadiyah Kkhususnya dan
umumnya rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

2. Dar al-Ahdi Wa as-Syahadah merupakan jawaban dari
berbagai persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat
yang masih mempertanyakan Pancasila sebagai dasar negara
dan juga perubahan jaman yang menuntut untuk memberikan
jawaban agar Negara ini kembali lagi kepada nilai-nilai
Pancasila yang sesungguhnya.

3. ljithad politik kolektif yang dilakukan Muhammadiyah pada
Muktamar yang ke-47 menghasilan penyebutan Indonesia
sebagai Dar al-Ahdi Wa as-Syahadah merupakan suatu
Ijtihad yang tidak bertentangan dengan konsep bentuk negara

klasik yaitu Dar Al-Islam.
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B. Saran-Saran

1. Permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat
Indonesia saat ini membutuhkan solusi yang kongkrit dengan
kembalinya haluan berbangsa dan bernegara ke Pancasila
dimana Pancasila merupakan suatu kesepakatan Final karna
adanya kontrak sosial antar pendiri bangsa.

2. Indonesia sebagai negara yang demokratis dalam UUD 1945
membebaskan setiap warga negaranya untuk berkumpul
namun kebebasan tersebut oleh beberapa Organisasi di
anggap sebagai bentuk perlawanan terlebih Pancasila sebagai
dasar negara di anggap bertentangan dengan nilai-nilai agama
sedangkan Pancasila sesungguhnya setiap sila nya terkandung

nilai-nilai syariat Islam.



